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MOTTO  
 
 ْبَغْرَاف َك ِبَر َلَِإَو.  بَصنَاف َتْغَر َف اَذَِإف .   ارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain , dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(Q.S Al- Insyirah Ayat 6-8) 
 
  ٌّر َش َو ُهَو ا ئ  ْي َش اوُّب ُِتُ ْن َأ ٰى َس َعَو   ۖ  ْم ُك َل ٌْيْ َخ َو ُهَو ا ئ  ْ ي َش او ُهَر ْك َت ْن َأ ٰى َس َعَو   ۖ
 َنو ُم َل ْع  َ ت َلَ ْم ُت  ْ ن َأَو ُم َل ْع  َ ي ُ َّللَّاَو   ۖ  ْم ُك َل 
Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Q.S Al-Baqarah Ayat 216) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. 
Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai 
berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A a 
 (ِ ـــــ) Kasrah I i 
(   ْ  ) Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. ان بر Rabbanā 
2. ل زن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج رلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiv 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 مح اموملوسرلَإ د  Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإوينقزارلايْخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK  
 Seperti pada perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan 
Agama Karanganyar yang menangani perkara pencegahan Perkawinan dengan 
alasan akidah keislaman (minimya pengetahuan ilmu agama karena muallaf) dan 
berkas cacat hukum terkait prosedur melengkapi syarat perkawinan. Perkara ini 
diajukan oleh seorang ayah yang ingin mencegah perkawinan anak 
perempuannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai 
kontruksi perkara, Alasan – Alasan  yang menyebabkan ditolaknya pencegahan 
perkawinan dan Tinjauan yuridis putusan nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra.  
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan teknik analisis data 
kualitatif yang bersifat analisis isi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Majelis 
Hakim menolak permohonan pencegahan perkawinan karena alasan permohonan 
pencegahan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan. Dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai sudah 
memenuhi persyaratan.  
 
 
Kata Kunci :  Pencegahan Perkawinan, Pertimbangan Hakim  
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTRI BENING BERLIANI, NIM : 15.21.21.085 “PENOLAKAN 
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA 
KARANGANYAR (STUDI  PUTUSAN NOMOR 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra)”. 
Perkawinan  sebagai  salah  satu  bentuk  beribadah  kepada  Allah  yang 
diwujudkan dengan saling bersatunya seorang laki- laki dan perempuan untuk 
saling  terikat  antara  lahir  dan  batin  menggunakan  akad  Ijab  dan  qobul.  Untuk 
dapat  melangsungkan  perkawinan calon mempelai  laki-  laki  maupun perempuan 
harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Jika syarat dan rukun perkawinan
 tersebut tidak terpenuhi maka menurut Pasal 13 Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1974, perkawinan tersebut dapat dicegah. Selain hal tersebut Menurut 
Pasal 14 ayat (2) perkawinan juga dapat dicegah apabila perkawinan tersebut 
nyata – nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. 
xix 
 
 
ABSTRAK  
 As in case number 0154 / Pdt.P / 2017 / PA.Kra in the Karanganyar 
Religious Court which handles cases of marriage prevention because of the 
Islamic aqeedah problem (minimum knowledge of religious knowledge due to 
converts) and legal defects related to the procedure for completing terms 
marriage. This case originated from  a father who wanted to prevent his child’s 
marriage. Therefore, the authors are interested in discussing case construction, the 
reasons that cause the rejection of marital prevention and judicial review decisions 
number 0154 / Pdt.P / 2017 / PA.Kra. 
The research methods which were used in this paper including the type of 
research, data sources, data collection techniques, and data analysis techniques. 
The type of research which was used was literature research by using qualitative 
data analysis techniques that are content analysis. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the Panel of 
Judges rejected the request for maririage prevention because the reason for the 
request to prevent the marriage was not in accordance with the laws and 
regulations. And the marriage that will be carried out by the prospective bride and 
groom had met the requirements. 
 
 
Keywords: Marriage Prevention, Consideration of the Judge  
 
 
 
 
 
 
 
PUTRI BENING BERLIANI, NIM : 15.21.21.085 “PENOLAKAN 
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA 
KARANGANYAR  (STUDI PUTUSAN NOMOR 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra)”. 
Marriage as one of the forms of worship to Allah which is realized by the 
merging of a man and a woman to be bound together between physically and 
mentally  by  using  the  contract  of  ijab  and  qobul.  In  order  to  be  able  to  get 
married, the prospective bride and groom have to fulfill the terms and conditions 
of  marriage. If the terms and conditions of the marriage are not fulfilled, so 
according to Article 13 of Constitution Number 1 of 1974, the marriage can
 be prevented. Beside that, according to Article 14 paragraph (2) marriage can
 also be prevented if the marriage actually causes misery for the other brides. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Manusia sebagai makhluk sosial diartikan sebagai makhluk yang tidak 
dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Allah 
menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan 
berkewajiban untuk selalu beribadah kepada-Nya dan  selalu hidup tolong 
menolong dengan sesama makhluk hidup yang lain. Keluarga adalah salah 
satu unit terkecil yang ada di lingkungan sosial. Allah tidak menciptakan 
manusia di dunia ini untuk hidup sendiri. tetapi Alah SWT menciptakan 
manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Sesuai dengan firmannya : 
(٤٩: تياراذلا )  َنوُرََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش  ِلُك نِمَو 
Artinya :  
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.1 
 
Perkawinan sebagai salah satu bentuk beribadah kepada Allah yang 
diwujudkan dengan saling bersatunya seorang laki-laki dan perempuan, untuk 
saling mengikat lahir dan batin menggunakan akad ijab dan qabul. Menurut 
Undang – Undang no 1 tahun 1974 bab I pasal 1 disebutkan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
                                                          
 1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 
522 
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Maha Esa.2 Sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinaan 
merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan 
gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
Ibadah.3 
Dalam UU no 1 tahun 1974 pada pasal 2 disebutkan bahwa 
perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai 
dengan agama dan kepercayaaannya serta dicatat menurut perundang-
undangan yang berlaku.4 Perkawinan yang sah ini harus dilakukan di depan 
pejabat pencatat pernikahan yang biasa berkantor di Kantor Urusan Agama 
daerah kecamatan masing-masing.  
Dalam melangsungkan perkawinan calon pengantin harus memenuhi 
rukun dan persyaratan perkawinan tersebut. Seperti adanya calon mempelai 
laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, dua orang saksi dan mahar. 
Perkawinan yang akan dilaksanakan di daftarkan kepada kantor urusan agama 
minimal 14 hari sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut. Setelah itu 
kantor urusan agama memeriksa syarat – syarat tersebut kemudian 
disesuaikan dengan aturan yang ada. 
Jika persyaratan yang ada belum memenuhi syarat untuk 
dilangsungkan pernikahan maka pejabat pencatat pernikahan diwajibkan 
untuk mencegah adanya pernikahan tersebut hingga persyaratan tersebut 
                                                          
 2 NN, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hlm 2 
 3 Ibid, hlm 324 
 4 Ibid, hlm 2 
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dipenuhi. Orang-orang yang dapat mencegah perkawinan tersebut ialah para 
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali 
nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak 
yang berkepentingan. Pencegahan ini bukan hanya dilakukan dengan tidak 
dipenuhinya persyaratan pernikahan. Tetapi pencegahan ini dilakukan oleh 
orang -orang yang berhak mengajukan pencegahan tersebut jika dirasa 
perkawinan yang akan dilangsungkan dapat mengakibatkan  kesengsaraan 
bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.   
Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga disebutkan jika 
pencegahan perkawinan tersebut belum dicabut atau diputuskan oleh 
pengadilan daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan maka 
pejabat pencatat  perkawinan dilarang untuk menikahkan calon pengantin 
tersebut. 
  Pencegahan Perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah 
hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan. Dalam hal ini Pengadilan 
Agama Karanganyar dalam putusannya pernah menolak permohonan 
pencegahan perkawinan yang terjadi pada tahun 2017 terkait dengan putusan 
perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra. Adanya permohonan pencegahan 
perkawinan ini baru ada 1 (satu) yang pernah diputuskan oleh hakim. 
Pengadilan Agama Karanganyar beralamat di Jalan Lawu Timur No.137, 
Bejen, Karanganyar, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 
Karanganyar, Jawa Tengah 57714. Yang berwenang mengadili perkara terkait 
keperdataan Islam dan hukum ekonomi Syariah di tingkat Peradilan Agama. 
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Dalam Hal ini Pengadilan Agama juga mengadili perkara permohonan terkait 
dengan pencegahan perkawinan.  
Permohonan pencegahan perkawinan ini dilaksanakan dalam kurun 
waktu 63 hari sejak pendaftaran perkara tersebut. Permohonan ini berisi 
permohonan seorang ayah sebagai pemohon, untuk mencegah perkawinan 
anak perempuannya yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang 
laki- laki muallaf. Pemohon sebagai wali nikah merasa keberatan dengan 
pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak perempuannya. Karena 
pemohon merasa jika pernikahan tersebut dilangsungkan maka akan 
menyebabkan kesengsaraan hidup anak perempuaanya. Selain itu alasan yang 
digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah terkait 
dengan akidah keislaman yang dimiliki oleh calon pengantin laki – laki 
tersebut atau calon menantunya. Pemohon juga tidak bersedia menjadi wali 
nikah dalam pernikahan tersebut.5 Alasan pemohon tersebut sesuai dengan 
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan 
bahwa para pihak yang dapat mencegah perkawinan berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai 
berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-
nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang 
mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) 
pasal ini.6 Pengampuan pada ayat ini adalah perwalian terhadap anak yang 
                                                          
 5 Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra perihal 
Pencegahan Perkawinan, 19 Februari 2018  
 6 NN, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan..., hlm 6 
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masih dibawah umur pada peraturan perundang – undangan disebutkan 
bahwa anak perumpuan yang berusia dibawah 16 Tahun dan anak laki-laki 
berumur dibawah 19 tahun masih dibawah pengampuan wali. Pada perkara 
ini anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinannya berumur 30 
tahun. Memang anak perempuan tersebut sudah tidak berada dalam 
pengampuan ayahnya. Tetapi dalam pasal 62 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam  dijelaskan bahwa ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan 
fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk 
mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.7 Sudah 
jelas bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai dengan peraturan perundang 
-undangan yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada kasus ini putusan Majelis 
Hakim menyebutkan bahwa  permohonan pencegahan perkawinan yang 
diajukan oleh pemohon ditolak.8 Sehingga perkwinan tersebut dapat 
dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Maka dari itu, untuk mengetahui alasan - alasan yang menjadi dasar 
pertimbangan dalam penolakan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh 
wali nasab dari pihak – pihak yang akan menikah. Berdasarkan peristiwa dan 
pemahaman diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan meneliti serta 
mengangkat kedalam sebuah Karya Ilmiah dengan judul : “PENOLAKAN 
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA 
KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra)  
                                                          
 7 NN, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan..., hlm 341  
 8 Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra...  
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik sebagai rumusan 
masalah, sebagai berikut : 
1. Bagaimana kontruksi perkara yang ada pada putusan nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar ?  
2. Apa saja alasan- alasan yang menyebabkan ditolaknya pencegahan 
perkawinan dalam putusan perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di 
Pengadilan Agama Karanganyar ?   
3. Bagaimana  tinjauan yuridis putusan perkara nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui kontruksi perkara yang ada pada putusan nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui alasan- alasan yang menyebabkan ditolaknya 
pencegahan perkawinan dalam kasus putusan perkara nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar. 
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penolakan pencegahan perkawinan 
yang dilakukan majelis hakim dalam menetapkan atau memutuskan 
perkara  putusan  nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan Agama 
Karanganyar. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberikan kajian konseptual mengenai ponalakan pencegahan 
perkawinan yang dilakukan di depan sidang Pengadilan  
b. Memberikan kajian ilmiah mengenai pertimbangan hukum yang 
digunakan hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan 
yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar.   
2. Manfaat Praktis  
a. Untuk memberikan wawasan dan gambaran penolakan pencegahan 
perkawinan yang dilakukan majelis hakim dalam memutuskan perkara 
permohonan pencegahan perkawinan di depan sidang pengadilan  
b. Pengadilan Agama sebagai media mencari keadilan atas perkara-
perkara hukum yang menyangkut permasalahan syari’ah dan 
muamalah. 
E. Kerangka Teori  
1. Prosedur Perkawinan  
Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan adalah suatu 
hubungan yang melibatkan seorang laki – laki dengan seorang perempuan 
dengan diikat melalui janji suci yaitu akad ijab kobul. Untuk 
mendapatkan perkawinan yang sah. calon pengantin yang akan 
melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan tersebut. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah  
a. Rukun Perkawinan  
1) Calon Suami  
2) Calon Istri  
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3) Wali Nikah  
4) Dua Orang Saksi  
5) Ijab dan Kabul 
b. Syarat Perkawinan  
1) Syarat Calon Suami : 
a) Beragama Islam  
b) Laki – laki  
c) Tidak terdapat halangan perkawinan9 
d) Bukan mahram dari calon istri  
e) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri  
f) Orangnya tertantu atau jelas orangnya  
g) Tidak sedang menjalankan ihram haji10  
2) Syarat Calon Istri  
a) Tidak ada halangan hukum. 
b) Merdeka atas kemauan sendiri 
c) Jelas orangnya  
d) Tidak sedang berihram haji  
3) Syarat Wali  
a) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali   
b) Laki – laki  
c) Baligh (sudah brumur sedikitnya 15 tahun)  
                                                          
 9 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 12  
10 Tihami dan Sahrani, Sohari, fiqh Munakahat..., hlm 13 dapat dilihat jugadalam buku 
Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah...,  hlm 263  
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d) Waras akalnya 
e) Tidak dipaksa atau merdeka  
f) Adil  
g) Tidak sedang ihram haji11   
4) Syarat Saksi – Saksi 
a) Islam  
b) Laki – laki (minimal dua orang) 
c) Baligh atau dewasa 
d) Waras akalnya  
e) Dapat mendengar dan melihat  
f) Bebas atau merdeka, tidak dipaksa  
g) Tidak sedang mengerjakan ihram  
h) Menghadiri ijab qobul dan Memahami bahasa yang 
dipergunakan untuk ijab qobul atau dapat mengerti maksud 
akad12    
5) Syarat – Syarat Ijab dan Kabul  
a) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak 
(pelaku akad dan penerima akad dan saksi) 
b) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  
c) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  
d) Memakai kata – kata nikah atau semacamnya  
                                                          
11 Ibid, dapat dilihat pula di buku saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1..., hlm 110 dan 
buku Hasan, Mustofa, Fiqh Munakahat..., hlm 63  
 12 Ibid, dapat dilihat pula dalam buku Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 20   
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e) Antara ijab dan qabul bersambungan  
f) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya  
g) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan 
ihram haji/ umrah  
h) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 
(empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang 
mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang 
mewakilinya dan dua orang saksi. 13 
2. Prosedur Pencegahan Perkawinan  
Pencegahan perkawinan dalam Undang – Undang perkawinan, 
dimungkinkan bagi pihak – pihak yang berkepentingan langsung 
mengajukan pencegahan perkawinan. Pencegahan yang dimaksud yaitu 
perkawinan yang belum terlaksana14 dan pencegahan perkawinan 
digunakan untuk  menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan 
hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan 
bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan 
berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 Undang – Undang 
nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak 
yang tidak memenuhi syarat – syarat melangsungkan perkawinan. 
Demikian juga terungkap dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam. 
Pencegahan perkawinan adalah  
                                                          
 13 Ibid  
 14 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), cet ke-3, 
hlm 16  
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a. Pencegahaan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu 
perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang – 
undangan; 
b. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon 
istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat – 
syarat untuk melangsungkan menurut hukum Islam dan peraturan 
perundang – undangan.15 
Pencegahan perkawinan dilakukan apabila tidak terpenuhi 2 (dua) 
persyaratan. Pertama, syarat materiil adalah syarat perkawinan yang 
berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah dan larangan 
perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang 
melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki 
– laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya.16 
Selain, alasan hukum agar suatu perkawinan dapat dicegah karena 
syarat – syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dapat diajukan karena 
alasan salah satu calon mempelai berada dibawah pengampuan sehingga 
dengan perkawinan tersebut nyata – nyata mengakibatkan kesengsaraan 
bagi calon mempelai lainnya dari pihak yang memohon pencegahan dan 
pihak yang terikat hubungan perkawinan dapat memohon agar dicegah 
perkawinan pasangannya dengan pihak lain, kecuali jika perkawinan 
                                                          
 15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm 33 
 16 Ibid.  
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tersebut dilakukan dalam arti poligami yang sah sesuai hukum yang 
berlaku.17 
Dalam hal ini, yang dapat mencegah dilakukan perkawinan adalah 
pihak – pihak sebagai berikut.  
a. Para Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas atau kebawah dari 
calon mempelai  
b. Para saudara dari calon mempelai  
c. Wali nikah  
d. Wali  
e. Pengampu 
f. Pejabat yang ditunjuk khusus  
g. Pejabat pecatat perkawinan harus menolak melangsungkan perkawinan 
yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dimana pihak 
yang keberatan atas penolakan pejabat pencatat perkawinan tersebut 
dapat mengajukan kebaratannya dengan memohon penetapan 
pengadilan dalam wilayah mana kedudukan dari pegawai pencatat 
perkawinan dengan suatu acara pengadilan yang singkat.  
h. Pihak – pihak yang berkepentingan.18 
 
  
                                                          
 17 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), cet ke-3, 
hlm 15 
 18 Ibid, hlm 16 
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3. Prosedur Analisis Yurisprudensi  
Yurisprudensi merupakan suatu keputusan hakim yang diikuti  oleh 
hakim lainnya, dan merupakan sumber hukum dalam arti formal. Hakim 
dalam memutuskan  suatu perkara yang diperiksa sering terjadi tidak 
langsung didasarkan pada suatu peraturan yang telah ada. Tindakan hakim 
semacam ini dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 22 A.B (Algemene 
Bapalingen van wetgeving voor Indonesia) dan pasala 16 ayat (1) Undang 
– Undang RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.19 
Untuk dapat menggunakan putusan hakim lain yang hukumnya 
telah tetap, seorang hakim dapat mempertimbangan beberapa aspek  
a. Pertimbangan Psikologis, adalah didasarkan pada keputusan seorang 
hakim yang drajatnya lebih tinggi misalnya putusan hakim Mahkamah 
Agung   
b. Pertimbangan Praktis, adalah jika putusan hakim yang tingkatannya 
lebih rendah memberikan keputusan yang menyimpang / berbedda dari 
keputusan hakim yang lebih tinggi, maka keputusan tersebut tidak dapat 
dibenarkan pada waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi.  
c. Pendapat yang sama, adalah didasarkan pada persamaan pendapat 
dengan hakim terdahulu, jika peraturan yang ada membuat hakim ragu 
– ragu akan putusannya.20 
                                                          
 19 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 49  
20 Ibid, hlm 51, dapat dilihat juga pada buku Soeroso, pengantar ilmu hukum, (jakarta : Sinar 
Grafika, 2016), hlm 162   
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Dalam menganalisis isi putusan majelis hakim yang sudah tetap 
atau berkekuatan hukum tetap. Dapat dilihat dari pertimbangan hakim 
yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut di putuusan yang 
sudah tetap. Untuk dapat menganalisis pertimbangan hakim dengan 
kesesuaian teori hukum yang digunakan, hal – hal yang perlu diperhatikan 
adalah sebagai berikut,  
a. Permasalahan atau perkara yang ada di putusan pengadilan tersebut, 
menyangkut duduk perkara yang ada pada putusan  
b. Norma atau aturan yang digunakan, ini menyangkut pada peraturan 
perundang – undangan yang digunakan majelis hakim dalam 
memutuskan perkara tersebut. Dalam melihat norma ini, harus 
membaca peraturan perundang – undangan dengan seksama. Lalu 
menelaah isi undang – undang tersebut dan melihat subjek atau unsur – 
unsur yang diatur dalam perundang – undangan tersebut. Biasanya satu 
aturan atau norma mengandung pelaku yang diatur, subjek yang diatur 
dan unsur – unsur yang diatur dalam norma tersebut.  
c. Fakta – fakta yang ada di persidangan tersebut. Didalam putusan 
pengadilan ini dapat dilihat pada berita acara persidangan dari awal 
persidangan hingga akhir pembacaan putusan termasuk juga pada 
pembuktian di persidangan. Fakta ini dilihat untuk mennguatkan atau 
melemahkan perkara yang diajukan di Persidangan. 
d. Dari ketiga unsur yang sebelumnya dibahas lalu ditarik kesimpulan 
apakah permasalahan, norma dan fakta persidangan tersebut 
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menguatkan perkara yang ditangani atau malah sebaliknya melemahkan 
perkara yang ada. Pada kesimpulan ini ditentukan dan 
dipertimbangakan dengan teori hukum yang sudah ada. Selanjutnya 
pertimbangan ini dibandinngkan dengan perundang – undangan yang 
mengaturnya.21  
F. Tinjauan Pustaka  
Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan 
Pencegahan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 
perkara nomor 0375/Pdt.G/2010/PA.Yk) yang ditulis oleh Isnaini Nu’Ammah 
dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.  Skripsi ini membahas  
mengenai penolakan pencegahan perkawinan yang diputuskan oleh majelis 
Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait kasus perkara yang berupa 
permohonan seorang ayah guna mencegah perkawinan anak laki- lakinya 
yang akan menikah dengan seorang perempuan yang telah mengandung buah 
hati mereka berdua. Pemohon mengajukan pencegahan perkawinan 
dikarenakan pemohon tidak ingin anaknya menikah dengan perempuan 
tersebut. Tetapi majelis hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan 
ditakutkan akan terjadi zina. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka 
dengan metode analisa kualitatif dan pendekatan normatif yuridis.22 
                                                          
 21 Muhammad Imron, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar,  Wawancara Pribadi, 30 
oktober 2018, jam 12.00  
  22 Isnaini Nu’Ammah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pencegahan Perkawinan 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor 0375/Pdt.G/2010/PA.Yk)”, Skripsi, 
tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 
hlm 4  
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Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun adalah pada kasus yang 
ditangani dan juga pada metode penelitiannya jika di skripsi ini menggunakan 
metode penelitian literal dengan sifat perspektif maka pada skripsi penulis 
menggunakan metode penelitian literel dengan sifat analisis diskriptif yaitu 
bahwa penulis dalam menganalisi berkeinginan untuk memberikan gambaran 
atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian dan selanjutnya dianalisis 
lebih lanjut menggunakan analisis studi kasus dan menitik beratkan prosedur 
penelitian yurisprudensi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan pada 
analisis ini.  
Skripsi dengan judul Analisis Yuridis terhadap putusan kasasi 
Mahkamah Agung nomor 301K/AG/2012 tentang pencegahan perkawinan 
yang ditulis oleh Bremahardika Dias Sadewa dari UIN Sunan Ampel 
Surabaya pada tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis 
putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi terhadap pencegahan yang 
dilakukan seorang ayah guna mencegah perkawinan anak perempuannya 
yang masih dibawah umur tetapi majelis Hakim menolak pencegahan 
perkawinan tersebut dikarenakan pemohon tidak dapat memberikan 
pembuktian dan menghadirkan saksi dipersidangan. Skripsi ini menggunakan 
pendekatan normatif dan studi hukum in-concreto.23 Pada skripsi ini 
memfokuskan dua pendekatan sebagai bahan analisis datanya yaitu 
pendekatan perundang – undangan dan pendekatan studi kasus. Sedangkan 
                                                          
 23 Bremahardika Dias Sadewa,  “Analisis Yuridis terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung 
nomor 301K/AG/2012 tentang pencegahan perkawinan”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan 
Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm 7 
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pada skripsi yang akan dikerjakan oleh penulis hanya memfokuskan pada satu 
pendekatan yaitu pendekatan studi kasus hal ini dilakukan agar penulis bias 
menganalisis lebih mendalam dengan pendekatan tersebut. Dan pada skripsi 
penulis akan dipaparkan menggunakan analisis diskriptif agar pemaparan 
skripsi ini bias lebih focus dan runtut. Selain itu, perbedaan dengan skripsi 
penulis, penelitian yang dilakukan penulis berada di pengadilan tingkat 
pertama dan dilain tempat yaitu di Pengadilan Agama Karanganyar.  
Skripsi dengan judul Analisis Terhadap Penetapan Hakim Dalam 
Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015-2017 yang 
ditulis oleh Wakhidatur Rohmah dari IAIN Surakarta pada tahun 2018. 
Skripsi ini membahas mengenai analisis penetapan – penetapan yang 
diberikan Hakim sebagai permohonan wali adhal yang diajukan di Pengadilan 
Agama Klaten selama kurun waktu 2 (dua) tahun berturut – turut.24 
Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun adalah pada 
pembahasannya. Jika skrisipsi ini hanya membahas mengenai penetapan – 
penetapan hakim terhadap permohonan wali adhal di Pengadilan Agama 
maka penelitian yang akan penulis susun membahas mengenai wali adhal 
yang mencegah perkawinan anaknya. Penelitian ini membahas lebih 
mendalam tindakan wali adhal hingga ia juga mencegah perkawinan yang 
akan dilangsungkan anak permpuannya yang seharusnya wali adhal tersebut 
menjadi wali nasab anaknya tetapi enggan menikahkan anaknya. Selain itu 
perbedaannya terletak pada kasus yang ditangani jika pada skripsi wakhdatul 
                                                          
 24 Wakhidatur Rohmah, “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali Adhal Di 
Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015-2017” Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga 
Islam  IAIN Surakarta, 2018, hlm 8 
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rahmah menggunakan empat putusan untuk dianalisis, berbeda pada skripsi 
penulis yang hanya memfokuskan satu putusan pengadilan untuk dianalisis.  
Artikel Ilmiah tentang Analisis Normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 
ayat 1  Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( Analisis 
terhadap penetapan izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang no 
0302/Pdt.P/2010/PA.Mlg dan Penetapan pencegahan Perkawinan Pengadilan 
Agama Malang nomor 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg) yang disusun oleh denny 
Gabriel Almanda Tarigan dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 
2013. Penelitian ini membahas mengenai analisis normatif pasal 6 ayat (5) 
terkait izin perkawinan yang dilakukan seorang laki- laki dan perempuan 
yang tidak direstui orang tuanya dan pasal 14 ayat (1) tentang pencegahan 
perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya agar kedua calon mempelai 
tersebut tidak menikah.25 Perbedaan terletak pada pasal undang – undang 
yang diteliti jika pada skripsi ini menggunakan dua pasal terkait izin kawin 
dan pencegahan perkawinan masing – masing hanya dianalisis dengan satu 
pasal terkait dengan perkara tersebut. Dan pada metode analisis datanya jika 
pada skripsi ini menggunakan tiga analisis data, berbeda dengan skripsi 
penulis yang menggunakan dan lebih memfokuskan dengan satu analisis data 
yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. 
 
    
                                                          
  25 Denny Gabriel Almanda Tarigan, “Analisis Normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat 1  
Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( Analisis terhadap penetapan izin 
kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang no 0302/Pdt.P/2010/PA.Mlg dan Penetapan 
pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang nomor 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg)”, Artikel 
Ilmiah, tidak diterbitkan, Fakultass Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm 3 
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G.  Metode Penelitian  
Dalam hal untuk mengetahui mekanisme penyusunan yang digunakan 
peneliti, maka metode penelitian mengenai hal tersebut perlu diuraikan. 
Adapun metode penelitiannya, sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian 
literer atau pustaka, yaitu metode penelitian yang mendapatkan bahan - 
bahan penelitian dengan menelusuri kepustakaan yang bersumber dari 
peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi 
dan hasil penelitian.26 Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif dan yuridis. Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai 
asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, peraturan 
pengadilan, perjanjian serta doktrin.27 Sedangkan penelitian hukum yuridis 
adalah penelitian hukum terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pada 
aturan perundang – undangan yng berlaku yaitu Undang – Undang nomor 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga 
pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma – norma 
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan 
                                                          
26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), hlm 107  
27 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ( 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm 34  
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– putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam 
masyarakat.28 Hal ini terkait dengan studi analisis putusan perkara nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra tentang penolakan pencegahan perkawinan di 
Pengadilan Agama Karanganyar.  
Jenis dan bentuk penelitian tersebut diterapkan karena bahan 
hukum primernya didapat dari salinan putusan Hakim dan bentuk 
analisinya mendeskripsikan serta menganalisa sebuah putusan perkara 
yang telah ditetapkan oleh Hakim. Putusan Hakim yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Putusan Perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra 
tentang penolakan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama 
Karanganyar.  
2. Sumber Data  
Bahan – bahan  tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan 
data ini adalah bahan – bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan 
dengan judul penulisan. Adapun bahan penelitian yang digunakan dibagi 
menjadi 3 bagian, yaitu : 
a. Data Primer, adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini. 
Data primer yang digunakan adalah dari hasil wawancara dengan 
Hakim Pengadilan Agama Karanganyar terkait Penelitian ini. 
b. Data Sekunder, yaitu data kedua yang bahan data yang ada kaitannya 
dengan judul penelitian yang dibahas. Bahan data ini mengambil dari 
salinan putusan Hakim yaitu putusan perkara 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra 
                                                          
28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., hlm 105  
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tentang penolakan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama 
Karanganyar. Serta buku – buku yang membahas mengenai masalah 
pencegahan perkawinan.  
c. Data Tersier, yaitu data tambahan yang mendukung penulisan 
penelitian ini. Misalnya, kamus, jurnal, majalah atau internet.   
3. Teknik Pengumpulan Data  
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan 
mempelajari data berupa dokumen, terutama pada dokumen salinan 
putusan Hakim Pengadilan Karanganyar nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra tentang penolakan pencegahan perkawinan  
b. Interview (wawancara), yaitu data yang diperoleh dari wawancara 
sebagai data pendukung. Pihak yang menjadi narasumber adalah Hakim 
Pengadilan Karanganyar yang menangani perkara  nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra tentang penolakan pencegahan perkawinan di 
Pengadilan Agama Karanganyar.  
4. Teknik Analisis Data  
Teknik ini dilakukan dengan menganalisis data yang sudah 
terkumpul, penyusun menggunakan metode data kualitatif yang bersifat 
deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang – undangan 
yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian.29  
Objek penelitian yang digunakan adalah salinan putusan Hakim 
                                                          
29 Ibid 
22 
 
 
Pengadilan Agama Karanganyar nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra tentang 
penolakan pencegahan perkawinan kemudian putusan tersebut dianalisis 
menggunakan content analysis, adalah alat yang tepat untuk menganalisis 
teks yang sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat.30 
Maka dari itu penelitian ini memfokuskan menganalisis dan menelaah 
putusan pengadilan nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra tentang penolakan 
pencegahan perkawinan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama 
Karanganyar.   
H. Sistematika Penulisan  
Untuk memperoleh hasil pembahasan yang runtut, diperlukan adanya 
sistematika pembahasan yang dibagai menjadi beberapa bab dan selanjutnya 
dipaparkan dalam beberapa subbab. Adapun sistematika pemabahasannya, 
sebagai berikut. 
Bab pertama, terdapat bab pendahuluan yang membahas secara garis 
besar penelitian ini, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metodologi penelitian dan sisitematika pembahasan. 
Bab kedua, diuraikan kajian umum mengenai Perkawinan, Perwalian 
dan Pencegahan Perkawinan . Hal – hal yang dibehas dalam perkawinan 
terkait pengertian, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan 
pelaksanaan perkawinan. Pembahasan perwalian terkait dengan macam-
macam wali. Sedangkan pembahasan pencegahan perkawinan terkait dengan 
                                                          
30 Samiaji sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar, ( Jakarta : Indeks, 2012), hlm 71   
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pengertian dan cara pengajukan permohonan pencegahan perkawinan di 
Pengadilan Agama Karanganyar.  
Bab ketiga, membahas mengenai profil Pengadilan Agama 
Karanganyar dan deskripsi putusan Pengadilan Agama Karanganyar, 
sehingga pada bab ini dapat diketahui mengenai duduk perkara ditolaknya 
pencegahan perkawinan nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra di Pengadilan 
Agama Karanganyar. serta dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan 
oleh hakim dalam memutuskan perkara nomer 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra  
Bab keempat, mencantumkan analisis yuridis terhadap dasar dan 
pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara 
penolakan pencegahan perkawinan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra. sesuai dengan Undang – Undang no 1 tahun 1974 
tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam  
Pada bab terakhir, yaitu bab kelima membahas mengenai penutup, 
yang memberikan kesimpulan garis besar penelitian ini dan  saran mengenai 
penelitian ini.  
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BAB II 
PROSEDUR PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN 
A. PERKAWINAN  
Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh – 
tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai 
jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.1   
Perkawinan atau disebut dengan pernikahan. Kata “nikah” berasal dari 
bahasa Arab  ٌحاَِكن yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja حكن . 
sinonimnya جوزت kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 
perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. 
Menurut, istilah ilmu fiqh, nikah  berarti suatu akad (perjanjian) yang 
menggandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai 
lafazh “nikah” atau “tazwij”.2 
Sedangkan kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama 
dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Dalam hal lain, kata nikah juga 
diartikan menurut bahasa yang memiliki arti sebenarnya yakni “dham” yang 
berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.3 Atau dalam kata lain nikah 
diartikan dengan al-dhammu wattadakhul (bertindih dan  
                                                          
 1 Tihami dan Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : 
Rajawali Pers, 2014), hlm 6 
 2 Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1, ( Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm 10, dapat 
dilihat juga di buku Hasan, Mustofa,  Pengantar Hukum Keluarga ( Bandung : Pustaka Setia, 
2011), hlm 10  
 3 Somad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, ( Jakarta 
: Kencana, 2012), hlm 258  
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memasukkan). Dan dalam Kitab lain, kata nikah diartikan dengan al-dhammu 
wa al-jam’u (bertindih dan berkumpul).4  
Nikah atau jima’, sesuai dengan makna linguistiknya berasal dari kata 
“al-wath”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang 
mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “an-nikah” 
atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertia menikahi perempuan 
makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling 
menggauli.5 
Adapun menurut syarak : nikah adalah akad serah teima antara laki – 
laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama 
lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 
serta masyarakat yang sejahtera. 6 Pada Hakikatnya, akad nikah adalah 
pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan 
saja antara suami- istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. 
Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih – mengasihi, akan 
berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka 
menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan 
kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, 
sesorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. 7 Ikatan perkawinan 
yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam 
                                                          
 4 Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga..., hlm 10  
 5 Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1..,  hlm 11  
 6 Tihami dan Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat...,  hlm 8  
 7 Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1..,   hlm 12 
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adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur’an 
sebagai mitsaqaan ghalidhan.8 
Di dalam Hukum Positif Indonesia, perkawinan merupakan suatu 
peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai 
konsekuensi hukumnya. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1  tahun 
1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tanga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9 Sedangkan menurut Pasal 2 Inpres 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut 
hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 
gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. 10 
Dengan adanya perkawinan ini diharapkan dapat mengurangi 
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk 
perzinaan11 sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 KHI. 12 
 
                                                          
 8 Ibid, hlm 13  
 9 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hlm 2  
 10 Ibid, hlm 324 
 11 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 7   
 12 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 324 
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B. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN  
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki – laki atau perempuan 
dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu 
tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon 
pengantin laki – laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu 
sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.13 Perkawinan 
dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya.14 
Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14  disebutkan bahwa 
Rukun Nikah Terdiri atas 5 Macam, yaitu adanya :  
1. Calon Suami  
2. Calon Istri  
3. Wali Nikah  
4. Dua Orang Saksi  
5. Ijab dan Kabul15 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kobul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 
dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun 
                                                          
 13 Tihami dan Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat..., hlm 12 
 14 Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1..., hlm 107 dapat dilihat juga di buku Hasan 
Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga..., hlm 60  
 15 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 327 
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– rukun perkawinan, yaitu syarat – syarat bagi calon mempelai, wali, saksi 
dan ijab kobul.16 
Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip  oleh Beni Ahmad Saebani, 
yang disebut sebagai rukun perkeawinan adalah sebagai berikut. 
1. Adanya sighat (akad) yaitu perkawinan dari pihak wali perempuan, seperti 
kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama fulani.” 
Mempelai laki – laki menjawab, “saya terima menikahi fulani.”boleh juga 
didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, “nikahkanlah saya 
dengan anakmu.” Wali menjawab, “ saya nikahkan engaku dengan anak 
saya.....,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan 
lafazh nikah, tazwij, datau terjemahan keduanya.  
2. Adanya wali (wali si perempuan) 
3. Adanya dua orang saksi17   
Adapun untuk melaksakan ketentuan dari rukun – rukun perkawinan. 
Dalam melaksanakan rukun tersebut harus memenuhi syarat – syarat yang 
telah ditentukan oleh Al-Qur’an, hadis dan Undang – Undang yang berlaku, 
ketentuannya sebagai berikut.  
1. Syarat Calon Suami : 
a. Beragama Islam  
b. Laki – laki  
                                                          
 16 Tihami dan Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat..., hlm 13  
 17 Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1..., hlm 108 dapat dilihat juga di buku Hasan, 
Mustofa Pengantar Hukum Keluarga..., hlm 61 
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c. Tidak terdapat halangan perkawinan18 
d. Bukan mahram dari calon istri  
e. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri  
f. Orangnya tertantu atau jelas orangnya  
g. Tidak sedang menjalankan ihram haji19  
Dalam Pasal 6 UU nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa calon 
suami minimum berumur 19 tahun.20 
2. Syarat Calon Istri  
a. Tidak ada halangan hukum yakni : tidak bersuami, bukan mahram, dan 
tidak sedang dalam idah. 
b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk 
persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan 
nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam 
dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan 
tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai, maka perkawinan itu 
tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI).  
c. Jelas orangnya  
d. Tidak sedang berihram haji  
e. Dalam Pasal 15 ayat (1) KHI disebutkan bahwa calon mempelai 
perempuan sekurang kurangnya atau minimum berumur 16 tahun.21  
                                                          
 18 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 12  
 19 Tihami dan Sahrani, Sohari, fiqh Munakahat..., hlm 13 dapat dilihat jugadalam buku 
Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah...,  hlm 263  
 20 NN, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 3 
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3. Syarat Wali  
a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali   
b. Laki – laki  
c. Baligh (sudah brumur sedikitnya 15 tahun)  
d. Waras akalnya 
e. Tidak dipaksa atau merdeka  
f. Adil  
g. Tidak sedang ihram haji22   
4. Syarat Saksi – Saksi 
a. Islam  
b. Laki – laki (minimal dua orang) 
c. Baligh atau dewasa 
d. Waras akalnya  
e. Dapat mendengar dan melihat  
f. Bebas atau merdeka, tidak dipaksa  
g. Tidak sedang mengerjakan ihram  
h. Menghadiri ijab qobul dan Memahami bahasa yang dipergunakan untuk 
ijab qobul atau dapat mengerti maksud akad23    
Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu 
diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad merupakan salah satu syarat 
                                                                                                                                              
 21 Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah..., hlm 264 
 22 Ibid, dapat dilihat pula di buku saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1..., hlm 110 dan 
buku Hasan, Mustofa, Fiqh Munakahat..., hlm 63  
 23 Ibid, dapat dilihat pula dalam buku Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 20   
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sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan oleh 
dua orang saksi (Pasal 24 KHI).  jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib 
dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad 
nikah , akibat hukumnya adalah perkawinan dimaksud tidak sah.  Menurut 
pasal 26 ayat (1) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 mengungkapkan 
bahwa perkwinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan 
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan 
tanpa dihadiri olleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh 
para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan 
suami istri. 24 
Selain saksi merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan mengantisipasi 
kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang 
suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. 
Saksi – saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan 
sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, 
selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi 
diminta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah 
dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 
tempat kediaman, dicantumkan dalam akad nikah.25 
5. Syarat – Syarat Ijab dan Kabul  
                                                          
 24 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 20  
 25 Ibid 
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a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku 
akad dan penerima akad dan saksi) 
b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  
c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  
d. Memakai kata – kata nikah atau semacamnya  
e. Antara ijab dan qabul bersambungan  
f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya  
g. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/ 
umrah  
h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, 
yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai 
wanita atau yang mewakilinya dan dua orang saksi. 26 
C. WALI NIKAH  
  Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau 
penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain :  
1. Orang yang menuut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim seta hartanya sebelum anak itu dewasa; 
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki – laki);  
3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan  
4. Kepala pemerintah, dan sebagainya.  
                                                          
 26 Ibid  
33 
 
Adapun yang dimaksud dalam wali nikah adalah pengasuh yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki – laki seperti yang terdapat pada 
point b.27 
Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 
bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sangup bertindak sebagai wali. 
Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat 
bertindak sebgai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. 
Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang 
yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan 
darahnya.28 
Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut –urutan wali adalah 
sebagai berikut.  
1. Ayah  
2. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas  
3. Saudara laki – laki seayah seibu  
4. Saudara laki –laki seayah saja  
5. Anak laki – laki saudara laki – laki seayah seibu  
6. Anak laki – laki saudara laki – laki seayah  
7. Anak laki – laki dari anak laki – laki saudara laki – laki seayah seibu  
8. Anak laki – laki dari anak laki – laki saudara laki –laki seayah  
9. Anak laki – laki nomer 7  
10. Anak laki – laki nomer 8 dan seterusnya  
                                                          
 27 Tihami dan Sahrani, Sohari, fiqh Munakahat..., hlm 90 
 28 Ibid.  
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11. Saudara laki – laki ayah, seayah seibu  
12. Saudara laki –laki ayah, seayah saja  
13. Anak laki – laki dari saudara laki –laki ayah, seayah saibu 
14. Anak laki – laki dari saudara laki – laki ayah, seayah saja  
15. Anak laki – laki no 13, dan seterusnya.29 
D. PENCATATAN PERKAWINAN  
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur 
melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian 
(mitsaqan ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi 
perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.30 
Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata 
cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan 
dibawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang 
melaksanakan seperti ini. Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan 
perkawinan sesusai urut-urutannya sebagai berikut : 31 
1. Pemberitahuan  
Dalam pasal 3 PP No.9 tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang 
yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya 
kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang dilangsungkan.32  
                                                          
 29 Ibid  
 30 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2013), hlm.91  
 31 Nuruddin,Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 
(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), hlm.124 
 32 Ibid Hlm.125 
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Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada 
Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang No.32 tahun 1954 
tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang 
bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada kantor catatan 
sipil setempat.33  
Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 
ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu 
alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala 
Daerah.34  
Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawaai 
pencatatan perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, atau 
wakilnya. Sesuai pasal 4 PP no 9 tahun 1975 pemberitahuan dapat secara 
lisan atau tulisan.35 
Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif 
oleh pasal 5 PP no 9 tahun 1975 yaitu bahwa pemberitahuan memuat 
tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman 
calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah 
kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.36 
2. Penelitian  
Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur 
selanjutnnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat 
perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP no 9 tahun 1975 pegawai pencatat 
meneliti apakah syarat – syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah 
tidak terdapat halangan baik menurut hukum perkawinan ataupun menurut 
perundang – undangan yang berlaku. Syarat – syarat perkawinan seperti 
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yang telah diuraikan diatas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, 
izin orang tua, dan seterusnya, inilah pertama – tama diteliti pejabat 
tersebut. 37 
Selain itu berdasarkan ayat (2)-nya, pegawai pencatat perkawinan juga 
diwajibkan melakukan penelitian terhadap : 
a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal 
tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat 
keterangan yang menyatakan umur dan assal usul calon mempelai yang 
diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.  
b. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan 
tempat tinggal orang tua calon mempelai. 
c. Izin tertulis pengadilan sebgai maksud dari pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan 
(5) undang – undang, apabila salah seorang calon mempelai atau 
keduanya belum mencapai umur 21 tahun. 
d. Izin pengadilan sebagai yang dimaksud pasal 4 undang – undang dalam 
hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri. 
e. Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana di maksud pasal 7 ayat (2) 
undang – undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak 
memenuhi batas minimum umur perkawinan. 
f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 
perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kali atau lebih. 
g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HAMKAM / 
PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak 
dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga 
mewakilkan kepada orang lain.38 
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Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut 
diatas oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang 
diperuntukan untuk itu (pasal 7).39 
Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan 
sebagaimana dimaksud dalam undang – undang perkawinan dan atau 
belum dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat (2) PP no 9 tahun 1975, 
keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau 
kepada orang tua atau kepada wakilnya.40 
3. Pengumuman  
Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat – syarat pemberitahuan serta 
tidak ada suatu halangan perkawinan maka tahap berikutnya adalah 
pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. 
Berdasarkan pasal 8 PP no 9 tahun 1975 pengumuman tentang adanya 
kehendak melangsungkan perkawinan.41 
Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan 
menurut formulir yang ditetapkan pda kantor catatan perkawinan pada 
suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.42 
Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut 
pasal 9 peraturan pemerintah tersebut adalah: 
a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari 
calon memepelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah 
seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan (atau) 
suami mereka terlebih dahulu.  
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan43 
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Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum 
mengetahui siapakah orang – orang yang hendak menikah. Selanjutnya 
dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan 
terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan 
dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.44 
4. Pelaksanaan  
Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon memepelai 
untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan 
setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan.45 
Peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan 
dilaksankan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan 
dihadiri oleh dua orang saksi.46 
Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP  no 9 
tahun 1975, selanjutnya kedua memepelai menandatangani akta 
perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah.47 
Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan 
ditandantangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan 
yang menghadirinya. Dalam pasal 11 ayat (2) PP no 9 tahun 1975 juga 
ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, 
akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. 
Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka 
perkawinan telah tercatat secara resmi.48 
E. PENCEGAHAN PERKAWINAN 
Dalam perspektif fikih, fikih islam tidak mengenal adanya pencegahan 
dalam perkawinan. Jadi, kata pencagahan perkawinann tidak ditemukan kosa 
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katanya dalam fikih Islam. Berbeda dengan pembatalan, istilah ini telah 
dikenal dalam fikih Islam dan kata batal itu sendiri berasal dari bahasa Arab, 
b-t-l.  Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda tetapi 
hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry menyatakan 
bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari 
syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak terpenuhinya 
rukun. Hukum nikah al-fasid dan batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam 
terminologi undang-undang perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat 
digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya 
pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung 
sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat 
ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan 
tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.49 
Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam 
undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah 
upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang terlarang 
karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Dari 
penjelasan tersebut juga dapat diketahui, ada kesan tidak dikenalnya institusi 
pencegahan dalam fikih Islam itu disebabkan karena kecilnya kemungkinan 
terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Seiring dengan 
perkembangan global seperti yang ada pada saat ini, maka terjadinya 
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pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Untuk itu, 
pasal-pasal pencegahan perkawinan merupakan strategi untuk menghindarkan 
perkawinan yang terlarang.50 
Secara sederhana pencegahan dapat diartikan dengan perbuatan 
menghalang – halangi, merintangi, menahan, tidak menurutkan sehingga 
perkawinan tidak berlangsung. Pencegahan perkawinan dilakukan semata – 
mata karena tidak dipenuhinya syarat – syarat perkawinan tersebut. 
Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaanya atau tidak 
terjadi sama sekali.51 
Menurut Munir Fuady, pencegahan perkawinan adalah suatu tindakan 
yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak – pihak yang 
berkepentingan, untuk menghambat atau melarang dialngsungkannya suatu 
perkawinan yang akan atau sedang di proses untuk dilakukannya perkawinan 
tersebut, karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak 
memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan 
sesuai perundang – undangan yang berlaku.52 
Adapun yang dapat dipergunakan sebagai alasan hukum agar suatu 
perkawinan dapat dicegah menurutnya adalah, sebagai berikut  
1. Karena salah satu calon mempelai berada dibawah pengampuan sehingga 
dengan perkawinan tersebut akan nyata – nyata mengakibatkan 
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 52 Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 15  
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kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya dari pihak yang memohon 
pencegahan perkawinan. 
2. Pihak yang sedang terikat hubungan perkawinan dapat memohon agar 
dicegah perkawinan pasangannya dengan pihak lain, kecuali jika 
perkawinan tersebut dilakukan dalam arti poligami yang sah sesuai hukum 
yang berlaku. 
3. Jika perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut tidak memenuhi 
persyaratan dan ketentuan lainnya tentang perkawinan.53 
Dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
pada bab III tentang pencegahan perkawinan pada pasal 13 dinyatakan bahwa 
perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat – 
syarat untuk melangsungkan perkawinan.54 
Syarat – syarat perkawinan yang dimaksudkan adalah segala hal yang 
berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta persyartan yang 
diatur oleh undang – undang, salah satunya adalah harus memenuhi semua 
unsur legal formal dari Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.55Tidak memenuhi persyaratan 
seperti yang dimaksud di dalam pasal diatas mengacu kepada dua hal, syarat 
administtratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan 
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administrasi perkawinan yaitu berkaitan dengan tata cara perkawinan. 
Adapun syarat materiil menyangkut hal – hal mendasar seperti larangan 
perkawinan.56  
Berkenaan dengan pencegahan ini, Kompilasi Hukum Islam 
mengikuti rumusan – rumusan undang – undang perkawinan walaupun dalam 
bagian tertentu ada beberapa penambahan dan modifikasi. Secara eksplisit 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat 
syarat – syarat yang tidak terpenuhi, baik yang berkenaan dngan syarat 
administratif ataupun syarat materiil seperti yang telah dijelaskan dijelaskan 
pada paragraf sebelumnya.57 
Sesuai dengan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 
ayat (1) pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu 
perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang – 
Undangan. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa pencegahan perkawinan 
dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri yang akan 
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat – syarat untuk 
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang 
– Undangan.58 
Jadi pada intinya, Pencegahan perkawinan dapat diajukan karena 
kurangnya syarat – syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut. 
Baik syarat administrasi maupun syarat materiil ataupun rukun – rukun yang 
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harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan  tersebut. Serta pada hal 
lain, sebuah perkawinan dapat dicegah apabila pada akhirnya perkawinan 
tersebut akan mendatangkan kesengsaraan bagi kedua calon mempelai. 
Adanya peraturan menempelkan pengumuman calon pengantin yang akan 
melangsungkan pernikahan pada kantor Urusan Agama  bagi Pegawai 
Pencatat Perkawinan sangat membantu untuk mengatahui apabila ada pihak – 
pihak yang merasa keberatan dapat melakukan pencegahan, agar tidak terjadi 
perkawinan yang dilangsungkan, bertentangan dengan Hukum Islam dan 
perundang – undangan.59 Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 61 disebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk 
mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau 
ikhtilaafu al dien.60 
Agar upaya pecegahan tidak menimbulkan kerancuan sehingga baik 
Undang – Undang Perkawinan maupun kompilasi Hukum Islam mengatur 
siapa – siapa saja yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan. 
Dalam Pasal 14 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 
1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali 
pengampu, dan salah seorang calon mempelai dan pihak – pihak yang 
berkepentingan. 
2. Mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai 
                                                          
 59 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm 116 
 60 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 340   
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berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata 
– nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, 
yang mempunyai hubungan dengan orang – orang seperti yang tersebut 
dalam ayat (1) pasal ini.61 Yang dimaksud dengan garis keturunan lurus 
keatas dan kebawah adalah kakek, Ayah, Anak, dan Cucu dari salah satu 
calon mempelai.  
Pada hal ini, Kompilasi Hukum Islam mempunyai prinsip untuk 
menguatkan apa yang ditegaskan dalam undang – undang perkawinan 
tersebut. Tambahan penjelasan dalam Pasal 62 ayat (2) dikemukaan bahwa 
ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala 
keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang 
akan dilakukan oleh wali nikah lainnya. Jadi, siapa saja yang akan melihat 
bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon dari kedua mempelai 
terdapat halangan, baik petugas pencatat perkawinan, pihak keluarga maupun 
yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon mempelai dapat 
berupaya mencegah perkawinan tersebut.62 
Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 15 Undnag – Undang nomor 1 
tahun 1974, dinyatakan bahwa Barang siapa karena perkawinan dirinya masih 
terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 
perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak 
                                                          
 61  Ibid, hlm 6  
 62 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 34 dapat juga dilihat pada buku Rofiq, 
Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm 117  
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mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini.63 
Pasal ini memberikan kesempatan kepada suami atau istri yang masih terikat 
dengan salah satu dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan 
perkawinan yang baru. Pasal tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 63 
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pencegahan pekawinan 
dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan 
dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan 
perkawinan.64 Hal ini bertujuan untuk mengatasi perkawinan atau poligami 
liar, yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau dari istri yang sudah 
ada.65 Tetapi pencegahan disini tidak termasuk bagi seorang suami yang telah 
mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan untuk berpoligami. Pencegahan ini 
juga bisa berlaku untuk seorang istri yang masih dalam masa iddah baginya 
atau berlaku juga pada calon pengantin  yang belum mencapai umur 19 tahun 
bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (tetapi pencegahan perkawinan bagi 
mereka yang belum mencapai umur ini menjadi batal apabila mereka 
mendapat dispensasi dari Pengadilan).66 
Selain dari kerabat dekat yang dapat mencegah adanya suatu 
perkawinan, dalam pasal 16 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 juga 
disebutkan bahwa  
                                                          
 63 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 6  
 64 Ibid hlm 341 
 65 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 35  
 66 Nasution, Johan Bahder dan Warjiyati, Sri, Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan 
Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah, (Bandung : Mandar 
Maju, 1997), hlm 24  
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1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 
perkawinan apabila ketentuan – ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) 
(mengenai umur perkawinan), pasal 8 (larangan perkawinan), pasal 9 
(terikat perkawinan dengan yang lain), pasal 10 ( talak bain kubra), dan 
pasal 12 (tata cara perkawinan) Undang – Undang ini tidak dipenuhi. 
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 
ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang – undangan.67 
Selain rumusan dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 
tersebut, juga diungkapkan rumusan pasal 64 Kompilasi Hukum Islam, yang 
disebutkan bahwa Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan 
berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkwinan tidak 
dipenuhi. 68 Hal ini menunjukkan bahwa tidak dimaksudkan untuk membatasi 
ruang gerak pihak – pihak yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang – Undang 
Perkawinan jo. Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun, 
diusahakan sedapat mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
agama dan perundang – undangan. Oleh karena itu, Pegawai Pencatat Nikah 
mempunyai tugas ganda, yaitu di satu pihak sebagai petugas yang ditunjuk 
untuk mencatat perkawinan dan di pihak lain bertugas untuk mengawasi 
terhadap ada atau tidaknya pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh 
calon mempelai.69 
                                                          
 67 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 7  
 68 Ibid, hlm 341  
 69 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam..., hlm 35 
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Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah 
hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan. Pegawai pencatat nikah 
memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan kepada 
calon mempelai.70 Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa  
1. Pencegahan Perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam darah hukum 
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga 
kepada pengawai pencatat perkawinan  
2. Kepada calon – calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai 
pencatat perkawinan.71  
Perkawinan yang dalam status hukumnya masih dalam upaya 
pencegahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan perkawinan tersebut. 
Sebelum pencegahan tersebut belum dicabut. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 
Undang – Undang  Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 66 Kompilasi Hukum 
Islam yang menyebutkan bahwa Perkawinan tidak dapat dilangsungkan 
apabila pencegahan belum dicabut.72 Selanjutnya pada Pasal 18 Undang – 
Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam 
dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan 
                                                          
 70 Rosidah, Zaidah Nur, Buku Daras Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Surakarta : Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm 50  
 71 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 7 
 72 Ibid 
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Pengadilan atau dengan menarik kembali Permohonan Pencegahan Pada 
Pengadilan oleh yang mencegah.73    
Apabila ada pencegahan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah 
tidak boleh melangsungkan perkawinan, malahan pegawai pencatat nikah 
tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan 
apabila mengetahui adanya pelanggaran dalam ketentuan undang – Undang 
Perkawinan.74 Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang – Undang nomor 1 
Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa Pegawai pencatat perkawinan tidak 
diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan 
bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), 
Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 12 Undang – Undang ini meskipun tidak 
ada pencegahan perkawinan.75 Atau biasa disebut dengan adanya penolakan 
perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.  
Jika pegawai pencatat nikah yang melakukan pencegahan pelaksanan 
perkawinan, maka ia memberikan surat keterangan tertulis disertai dengan 
alasan – alasan penolakannya kepada calon mempelai. Selanjutnya, bila pihak 
– pihak yang ditolak rencana perkawinannya mengajukan keberatannya 
kepada Pengadilan Agama, seperti yang diatur dalam Pasal 21 Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, 
disebutkan bahwa  
                                                          
 73 Ibid  
 74 Rosidah, Zaidah Nur, Buku Daras Pokok – Pokok Hukum Perdata..., hlm 50  
 75 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 7 
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1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap 
perkawibab tersebut ada larangan menurut Undang – Undang ini maka ia 
akan menolak melangsungkan perkwinan. 
2.  Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan 
alasan – alasan penolakannya. 
3. Para pihak yang perkawinannya ditolek berhak mengajukan permohonan 
kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan 
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, 
dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. 
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan 
memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersbeut 
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. 
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan – rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin 
dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.76   
Dengan Demikian, usaha untuk dapat melangsungkan perkawinan 
menurut Pasal 21 ayat (5) jo Pasal 69 ayat (5), harus mengulangi 
pemberitahuan maksud perkawinan dari semula. Disinilah kegunaan tenggat 
waktu minimal 10 (sepuluh) hari pemberitahuan kepada petugas sebelum 
perkwinan dilangsungkan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada 
                                                          
 76 Ibid, hlm 8  
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semua pihak, agar mengajukan keberatan jika dipandang rencana perkwinan 
calon kedua mempelai terdapat larangan – larangan atau syarat dan rukum 
yang belum terpenuhi.77 
Dalam menangani kasus permohonan pencegahan perkawinan, 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam memriksa dan memutus 
perkara tersebut harus memedomani hal – hal sebagai berikut  
1. Ayah, Ibu, Kakek, Anak, Cucu, Saudara, Wali nikah dan Wali pengampu 
dari salah seorang calon mempelai dapat mencegah perkawinan, jika ada 
calon mempelai tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan 
perkawinan (Pasal 13 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) 
2. Mereka yang tersebut dalam angka (1) diatas berhak juga mencegah 
perkawinan jika salah seorang calon mempelai berada dibawah 
pengampuan (Pasal 14 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) 
3. Suami atau istri dapat mencegah perkawinan uyang akan dilangsungkan 
oleh istri atau suami (pasal 15 Undnag –Undang Nomor 1 Tahun 1974) 
4. Jaksa (Pasal 65 KUH Perdata) atau PPN (Yurisprudensi Mahkamah Agung 
RI) wajib mencegah berlangsungnya perkawinan, jika tidak dipenuhi 
ketentuan – ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pAsal 8-10 dan Pasal 12 
Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 16 Undang – Undang 
Nomor 1 Tahun 1974) 
                                                          
 77 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm 119  
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5. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan 
dilangsungkan (Pasal 17 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)  
6. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah menyampaikan salinan surat 
permohonan pencegahan perkawinan kepada kantor Urusan Agama 
(KUA), agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak 
yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar’iyah  
7. Proses Pemeriksaan permohonan pencegahan perkawinan bersifat 
voluntair, produknya berupa penetapan dan atas penetapan tersebut dapat 
dilakukan upaya hukum kasasi. 
8. Jika permohonan pencegahan perkawinan dikabulkan, dalam waktu yang 
singkat Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah menyampaikan salinan 
penetapan tersebut kepada KUA dimana perkawinan itu akan 
dilangsungkan  
9. Kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang merasa 
keberatan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut, dapat 
mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahakamah 
Syar’iyah yang memutus perkara tersebut 
10. Proses pemeriksaan perlawanan atas penetapan pencegahan perkawinan 
tersebut bersifat Kontensius, dan terhadap putusannya dapat dilakukan 
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upaya banding (Pasal 18 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 
70 KUH Perdata dan Pasal 817, 818 Rv)78 
Dalam perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam Undang 
– Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
dapat dikategorikan sebagai sadd al-dzari’ah (menutup kemungkinan 
terjadinya bahaya), atau sebaliknya fath al-dzari’ah (membuka perantara 
yang dapat mewujudkan kemaslahatan) bagi kedua mempelai dan masyarakat 
pada umumnya. Ini karena pengaturan prosedur tata cara pengajuan 
pencegahan perkawinan, murni bersifat ijtihadiyah yang bermuara kepada 
terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.79 
 
 
 
 
 
                                                          
 78 RI, Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama 
Buku II, ( TK : Deriktoriat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm 140  
 79 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm 120  
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BAB III  
PROFIL PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN KONSTRUKSI 
PERKARA  
A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar  
1. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Karanganyar  
Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif 
menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama 
Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.1 
Mengenai gedung perkantorannya tadinya berpindah dari satu tempat 
ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 
137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m2 
dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk 
gedungnya luas bangunan 600 m2, dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 
dan DIP tahun 1983/1984.2  
Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai 
dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :3 
a. Sebelah Timur    : Propinsi Jawa Timur 
b. Sebelah Utara    : Kabupaten Sragen 
                                                          
 1 Tim IT PA. Karanganyar, “Sejarah Singkat Pengadilan Karanganyar” dikutip dari 
https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah, diakses 3 
April 2019 
 2 Ibid  
 3 Ibid  
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c.     Sebelah Barat    : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali 
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Karanganyar mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 
15 Kelurahan dan 162 Desa. Sedang tentang kepemimpinan Pengadilan 
Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang, dasar bekerjanya :4 
Sebelum tahun 1989 adalah Stbl. Nomor 152 tahun 1882. 
Sesudahnya, sejak tanggal 29 Desember 1989 berlaku undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedang Ketua-ketua 
Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang adalah :5 
a. K.Abdul Choir (sejak tahun 1964 – 1971) 
b. K. Mursyidi (sejak tahun 1971 – 1978) 
c. Drs. Muzamil, SH (sejak tahun 1978 – 1983) 
d. K. Suharso Mulyosuharso (sejak tahun 1983 – 1984) 
e. Drs. H. Asjhuri (sejak tahun 1984 – 1988) 
f. H. Much. Chajjun, BA (sejak tahun 1988 – 1995) 
g. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak tahun 1995 – 1996) 
h. Drs. H. Mawardi, SH (sejak tahun 1996 – 2000) 
i. Drs. Fajar Gunawan, SH (sejak tahun 2000 – 2003) 
j. Drs. Hj. Nurul Dzazimiyah (Ymt) (sejak bulan Juni 2003 - Agustus 
2003) 
                                                          
4 Ibid  
5 Ibid  
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k. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum (sejak tahun 2003 - 2006) 
l. H. Humam Iskandar, SH (sejak tahun 2006 - Nopember 2009) 
m. Drs. H. Ahmad Aksin, SH, MH (tahun 2009 - 2013) 
n. Drs. H. UU Abd. Haris, SH, MH (tahun 2013 - sekarang) 
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Karanganyar  
a. Visi Pengadilan Agama Karanganyar  
Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II 
dan Renstra MARI 2010 – 2035, dengan Visi ”Terwujudnya Badan 
Peradilan Indonesia yang Agung” yang ingin dicapai melalui visi ini 
adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan 
dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola 
dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, 
kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas 
pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama 
Karanganyar pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan 
bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar 
nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date 
dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan 
dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan 
Agama Karanganyar yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama 
Karanganyar yang Agung”6 
                                                          
 6 Tim IT PA. Karanganyar, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Karangaanyar” dikutip dari 
https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan, diakses 3 April 
2019  
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b. Misi Pengadilan Agama Karanganyar   
1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 
transparan. 
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam 
rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 
efektif dan efisien. 
5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.7 
3. Alasan memilih Pengadilan Agama Karanganyar  
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar. 
Pemilihan Pengadilan Agama Karangnyar karena penulis sendiri 
bertempat tinggal di kabupaten Karanganyar jadi penulis sekaligus 
mengenal lembaga – lembaga yang ada di kabupaten asal penulis. Selain 
itu keunikan dari kasus ini dipilih sebagai alasan mendasar dari penelitian 
ini. Jarangnya mahasiswa membahas mengenai pencegahan perkawinan 
juga menjadikan alasan tersebut untuk membahas penelitian tersebut.  
Dari kasus pencegahan perkawinan ini sangat unik. Karena di 
Indonesia sendiri belum banyak orang – orang mengetahui peraturan 
mengenai aturan pencegahan perkawinan tersebut. Dan adanya peraturan 
pencegahan perkawinan ini menjadi sangat menarik karena pada zaman 
                                                          
 7 Ibid  
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Nabi Muhammad SAW belum ada aturan mengenai pencegahan 
perkawinan tersebut. Aturan Pencegahan Perkawinan ini diambil dari 
Hukum Belanda yang dimuat di dalam Burgelijk Wetboek (BW) pada pasal 
59 – 70  aturan pencegahan perkawinan ini diatur dengan tujuan agar 
tujuan dari prinsip – prinsip perkawinan di Indonesia bisa benar- benar 
terlaksana. Tujuan perkawinan di Indonesia adalah membentuk 
perkawinan yang sah kekal abadi selamanya dan juga dalam kompilasi 
Hukum Islam mengininkan perkawinan yang sakinah mawadah warahmah. 
Maka dari itu untuk membentuk perkawinan yang kekal peraturan 
perundang – undangan mengatur mengenai pencegahan perkawinan.  
Pencegahan perkawinan juga merupakan solusi untuk 
mendanggulangi adanya praktek – praktek pernikahan yang terlarang. 
Seperti pernikahan dibawah umur, pernikahan sirri dan pernikahan 
poligami tanpa prosedur yang benar.  
4. Administrasi Pengajuan Perkara Permohonan Pencegahan Perkawinan  
a. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Karanganyar  
Pelaksanaan Administrasi di Pengadilan Agama Karanganyar 
dibagi menjadi dua tugas. Untuk urusan Administrasi perkantoran atau 
hal – hal yang terkait dengan surat keluar dan surat masuk dikelola oleh 
kesekretariatan. Sedangkan untuk administrasi keperkaraan di kelola 
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oleh kepaniteraan. Kesekretariatan dan kepaniteran berada di bawah 
kekuasaan ketua Pengadilan Agama Karanganyar.8  
Dalam melaksanakan tugas administrasi terkait sekratariatan 
dipimpin oleh sekretaris yang membawahi  3 (tiga) kasub bag, yang 
pertama ada kasubag kepegawaian dan Ortala  yaitu yang mengurusi 
masalah menangani kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama, yang 
kedua kasubag umum dan keuangan, menangani hal – hal terkait surat 
masuk dan surat keluar serta masalah keuangan Pengadilan Agama 
Karanganyar, yang ketiga Kasubag perencanaan IT dan Pelaporan 
menangani masalah teknologi informasi dan Pelaporan hasil perkara 
yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar.9 
  Dalam melaksanakan tugas administrasi terkait keperkaraan, 
ditangani oleh Kepaniteran. Di Pengadilan Agama Karanganyar 
kepaniteraan dipimpin oleh Panitera yang membawahi 3 panitera muda, 
yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan Panitera 
Muda Permohonan. Panitera juga membawahi Panitera Pengganti. 
Panitera Pengganti sebagai Kelompok pejabat fungsional yang bertugas  
membantu Panitera saat persidangan berlangsung.10 
 
                                                          
 8 Rizal Zaenal Abidin, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, wawancara pribadi, 8 
Oktober 2018, jam 09.00 – 12.00 WIB  
 9 Ibid  
10 Ibid  
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b. Prosedur Penerimaan Perkara11 
1) Meja Satu 
(a) Menerima gugatan, permohonan perlawanan (verset), pernyataan 
banding kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, 
penjelasan dan pengarsipan biaya perkara dan eksekusi. 
(b) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 
tiga (3) dan menyerahkan SKUM tersebut pada calon 
penggugat/pemohon . 
(c) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan pada calon 
penggugat/pemohon . 
2) Kasir 
(a) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan 
biaya eksekusi dari pihak calon penggugat/pemohon  berdasarkan 
SKUM. 
(b) Membukukan penerimaan uang panjar, biaya perkara, dan biaya 
eksekusi dalam jurnal penerimaan uang. 
(c) Mengembalikan tindasan asli pertama SKUM pada calon 
penggugat/pemohon  setelah dibubuhi cap/tanda lunas. 
(d) Menyerahkan biaya perkara atau biaya eksekusi yang diterima 
pada bendahara perkara dan dibukukan dalam buku jurnal. 
 
 
                                                          
11 Zamzami, Panitera, dalam penjelasan materi PPL Kelompok PA Karanganyar, 16 Oktober 
2018, Jam 08.00 – 09.00 WIB  
60 
 
 
 
3) Meja Dua 
(a) Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan 
dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah 
sekurang-kurangnya empat untuk keperluan masing-masing hakim. 
(b) Menerima surat permohonan dari calon pemohon  sekurang-
kurangnya dua rangkap. 
(c) Menerima tindakan pertama SKUM dari calon 
penggugat/pelawan/ pemohon . 
(d) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register 
yang bersangkutan serta pemberian nomor register pada surat 
gugatan atau permohonan tersebut. 
(e) Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan 
yang telah diberi nomor register pada penggugat/pemohon . 
(f) Surat gugatan/permohonan asli dimasukkan dalam sebuah map 
khusus dengan melampirkan tindasan pertama dalam surat-surat 
yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, 
disampaikan pada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera. 
(g) Mendaftar mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan tinggi 
Agama/Mahkamah Agung, dalam sebuah buku register yang 
bersangkutan. 
4) Meja Tiga 
(a) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan 
Tinggi Agama/Mahkamah Agung pada yang berkepentingan. 
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(b) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama pada pihak 
yang berkepentingan. 
(c) Menerima memori/contra memori banding, memori/contra memori 
kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali, dan lain-lain. 
(d) Menyusun/menjahit/menyiapkan berkas. 
(e) Terhadap putusan yang dimohonkan banding, berkas perkara 
dijahit dan disusun sebagai berikut; 
(1) Bundel A (Arsip Pengadilan Agama) 
- Surat gugatan penggugat/surat permohonan pemohon . 
- Penetapan penunjukkan Majelis Hakim. 
- Penetapan hari sidang. 
- Relaas-relaas penggilan. 
- Berita acara sidang. 
- Surat kuasa dari kedua pihak (bila ada). 
- Penetapan sita conservatoir/revindicatooir (bila ada). 
- Berita acara sita conservatoir/revindicatooir (bila ada). 
- Berita acara eksekusi (bila ada). 
- Lampiran surat-surat yang diajukan oleh kedua pihak (bila 
ada). 
- Surat-surat bukti penggugat (diperinci). 
- Surat-surat bukti tergugat (diperinci). 
- Tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat (bila ada). 
- Tanggapan bukti-bukti penggugat dari tergugat (bila ada). 
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- Berita acara pemeriksaan setempat (bila ada). 
- Gambaran situasi (bila ada). 
- Surat-surat lainnya (bila ada). 
(2) Bundel B (Arsip Pengadilan Tinggi Agama) 
- Salinan putusan Pengadilan Agama. 
- Akta banding. 
- Akta pemberitahuan banding. 
- Pemberiatahuan penyerahan memori banding / contoh memori 
banding. 
Nb :  Putusan dijilid tersendiri dan disampaikan dalam berkas 
perkara bersama-sama bundel di Pengadilan Agama. 
5) Tahap Persiapan12 
Prosedur Penerimaan Perkara biasa:   
(a) Sub kapaniteraan permohonan/gugatan mempelajari kelengkapan 
dan mencatat semua data-data perkara yang baru diterimanya 
dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian 
menyampaikannya kepada panitera dengan melampirkan semua 
formulir-formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara. 
(b) Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru 
diterimanya itu kepada ketua pengadilan agama, terlebih dahulu 
menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam 
buku register perkara. 
                                                          
 12 Ibid  
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(c) Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugat 
diterima dibagian kepaniteraan, panitera harus menyerahkan 
kepada ketua pengadilan agama, yang selanjutnya ketua pangadilan 
agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan 
mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas-berkas 
perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan 
penunjukan majelis hakim/hakim yang sudah harus dilakukan 
dalam waktu sepuluh (10) hari sejak gugatan/permohonan 
didaftarkan. 
(d) Panitera menyarahkan berkas perkara yang diterimanya dari 
ketua/wakil ketua pengadilan kepada ketua pengadilan agama 
kepada majelis hakim yang bersangkutan. 
(e) Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk 
perbantuan pada majelis/hakim yang bersangkutan. 
c. Prosedur Pemeriksaan Permohonan Pencegahan Perkawinan   
Pemeriksaan Pencegahan Perkawinan bersifat Volunter atau 
permohonan. Proses pemeriksaan ini akan menghasilkan produk hukum 
yang berupa penetapan. Dan jika pemohon  atau termohon   adanya yang 
hendak mengajukan Upaya hukum setelah ditetapkannya perkara 
permohonan tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh merupakan 
upaya hukum Kasasi. Yaitu Upaya Hukum yang diajukan langsung 
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kepada Pengadilan Tingga Agama. Adapun prosedur pemeriksaannya 
sebagai berikut.13 
1) Pemohon  mendaftarkan pokok perkaranya di meja administrasi yang 
ada di Pengadilan Agama Karanganyar sesuai dengan prosedur 
administrasi pendaftaran perkara permohonan. 
2) Setelah itu Pemohon  mendapatkan nomor perkara dan jadwal sidang 
perkara tersebut 
3) Pada sidang pertama, pemohon  dinasihati terlebih dahulu mengenai 
perkara tersebut. Jika nasihat dari majelis hakim tidak dapat membuat 
Pemohon  dan Termohon   damai. Maka majelis hakim wajib 
menyarankan kepada Pemohon  dan Terrmohon untuk melakukan 
mediasi yang dibimbing oleh salah satu hakim dari Pengadilan Agama 
Karanganyar atau mediator lainnya.  
4) Jika proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan atau 
gagal maka proses sidang perkara tersebut dilanjutkan dengan 
pembacaan surat permohonan oleh pemohon  . dan hakim memastikan 
apakah ada perubahan atau tambahan dari surat permohonan tersebut.  
5) Jika surat permohonan tersebut tidak ada penambahan atau perubahan, 
sidang dilanjutkan dengan pembuktian dalil – dalil permohonannya 
baik bukti tertulis maupun bukti saksi. Bukti tertulis ini bias 
dibuktikan dengan dokumen pribadi. Sedangkan bukti saksi, minimal 
2 (dua) orang saksi.  
                                                          
 13 Hadi Suyoto, Hakim Madya Pratama, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2019, jam 10.00 – 
11.00 WIB  
65 
 
 
 
6) Setelah sidang pembuktian tersebut selesai maka sidang dilanjutkan 
dengan pembacaan kesimpulan oleh pemohon . 
7) Lalu majelis Hakim melakukan musyawarah Majelis guna 
merundingkan  hal – hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 
melakukan menetapkan perkara tersebut.  
8) Proses  terakhir yaitu membacakan penetapan dari perkara tersebut. 
9) setelah itu, Pengadilan Agama Karanganyar segera mengirimkan 
penetapannya di KUA tempat perkawinan yang dicegah tersebut akan 
dilaksanakan.   
B. Deskripsi Perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra   
1. Deskripsi Perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra 
Perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra membahas mengenai 
penolakan pencegahan perkwinan yang diajukan oleh seorang ayah yang 
bertempat tinggal di Karanganyar guna mencegah perkawinan anak 
perempuannya yang telah mendaftarkan perkawinanya disalah satu Kantor 
Urusan Agama kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. 
Pencegahan perkawinan yang diajukan oleh sang ayah didasari oleh alasan 
aqidah keislaman yang dimiliki oleh calon suami dari anak perempuan 
tersebut. Menurut sang ayah aqidah suaminya belum cukup untuk dapat 
membina keluarga atau memimpin anaknya sebagai Kepala keluarga 
dikarenakan calon suami tersebut baru saja berpindah agama atau muallaf. 
Atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan ilmu agama dan keimanan yang 
dimiliki oleh calon suami Termohon   belum begitu mendalam. Sedangkan 
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Pemohon  menganggap bahwa pengetahuan ilmu agama dan keimanan 
penting sebagai pondasi dalam mewujudkan rumah tangga. Selain itu, 
pencegahan perkawinan ini diajukan atas dasar karena berkas cacat 
hukum. Berkas cacat hukum yang dimaksudkan disini terkait dalam 
prosedur permintaan surat keterangan dari kepala RT setempat. 
Pemohon  atau ayah yang menjadi wali adhol ini berumur 58 tahun, 
beragama islam, dan tinggal di Karanganyar. Sedangkan Termohon   
seorang perempuan berumur 30 tahun, beragama Islam dan tinggal di 
Karanganyar. Termohon   akan melangsungkan perkawinannya dengan 
seorang laki – laki berumur 37 tahun, beragama Islam dan tinggal di 
Karanganyar.14 Mereka sudah mendaftarkan perkawinannya di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Jaten. Tetapi perkawinan tersebut belum bisa 
dilaksanakan karena adanya perkara permohonan pencegahan perkawinan 
ini.  
2. Duduk Perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra  
Perkara Pencegahan Perkawinan ini didaftarkan pada tanggal 18 
Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan 
nomor Perkara 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra. Pemohon  mengajukan 
permohonan pencegahan perkawinan dengan mengemukakan hal- hal 
terkait hubungan pemohon  dengan termohon   sebagai berikut15 Bahwa 
Pemohon  adalah ayah dari Termohon  , anak ke 1 dari 3 bersaudara, 
                                                          
 14 Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra perihal 
Pencegahan Perkawinan, 19 Februari 2018  
  15 Ibid  
67 
 
 
 
termohon   berumur 30 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat 
tinggal di Karanganyar. 
Pemohon  mengajukan permohonannya dengan didasari pada alasan 
sebagai berikut16 Bahwa sejak  lebih kurang 2 tahun antara Termohon   
telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya tanpa orang tua 
mengetahui. Selain itu dikemukakan, bahwa Termohon   dengan calon 
suaminya belum menjadi pasangan suami istri sudah bertempat tinggal 
serumah. 
Dengan dasar alasan tersebut pemohon  menjadi enggan untuk 
menjadi wali nikah putrinya sendiri atau biasa disebut dengan wali adhol. 
Dan pemohon  tetap pada keinginanna utuk menjadi wali adhol dan 
mencegah perkawinan anaknya. Alasan lain yang digunakan oleh 
pemohon  adalah adanya cacat hukum pada berkas perkawinan putriya 
yang akan digunakan untuk mendaftarkan perkawinannya. Dan aqidah 
Islam yang dimiliki oleh calon suami putrinya.17 Sehingga pemohon  
tersebut tidak mau menikahkan  anakanya dikarenakan menurut pemohon   
pengetahuan ilmu agama dan keimanan calon suami termohon   belum  
sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.  
Pada petitum atau tuntutan pemohon  yang ia tulis di surat gugatan 
menyebutkan bahwa memohon agar pengadilan Agama Karanganyar 
mengabulkan permohonan pemohon  untuk mencegah akan 
dilangsungkannya perkawinan antara termohon   dengan calon suaminya. 
                                                          
  16 Ibid  
 17 Ibid  
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Atau putusan seadil – adilnya dari Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Karanganyar. 
3. Proses Pemeriksaan Perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra  
Pada hari sidang pertama pemohon  hadir sendiri di persidangan dan 
anak pemohon  atau termohon   hadir didampingi oleh kuasa hukumya. 
Pada sidang pertama tersebut Majelis Hakim sudah berupaya untuk 
mendamaikan kedua belah pihak agar ayah termohon   atau pemohon  mau 
berdamai dan menikahkan anaknya dengan calon suami pilihannya tetapi 
pemohon  tetap pada pendiriannya yaitu mencegah perkawinan anak 
perempuannya itu. Lalu Majelis hakim menyarankan kepada kedua belah 
pihak untuk melakukan mediasi yang di bimbing oleh mediator dari 
Pengadilan Agama Karanganyar tetapi mediasi tersebut juga gagal 
mencapai perdamaian dan pemohon  tetap bersikukuh untuk mencegah 
perkawinan anaknya.18  
Pada sidang selanjutnya dibacakan permohonan pemohon  tersebut 
dan pemohon  tetap pada pendiriannya untuk mencegah perkawinan 
anaknya tersebut. Dan atas permohonan pemohon  tersebut, termohon   
menjawab bahwa termohon   tetap ingin menikah dengan calon 
suaminya.19  
Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan sidang pembuktian yang 
dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi pertama dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jaten dan saksi kedua merupakan ibu dari termohon   atau istri 
                                                          
 18 Ibid  
 19 Ibid  
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dari pemohon . Pernyataan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jaten adalah20 bahwa benar anak pemohon , telah mendaftar di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Jaten untuk menikah dengan calon suaminya, 
namun belum bisa dilaksanakan karena Pemohon  mengajukan 
permohonan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar. 
Bahwa Rukun dan Syarat Perkawinan sesuai peraturan perundang – 
undangan yang berlaku untuk pernikahan anak Pemohon  sudah terpenuhi. 
Bahwa anak Pemohon  telah memperoleh penetapan Wali Adhol dari 
Pengadilan Agama Karanganyar. Bahwa Calon suami anak Pemohon  
semula beragama Kristen, Namun sejak tahun 2017 yang lalu sudah masuk 
Islam.  
Selain pembuktian saksi dilakukan oleh salah satu pihak Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Jaten, pembuktian berupa pernyataan saksi 
juga dilakukan oleh ibu dari Anak Pemohon . Pernyataan dari saksi kedua 
ini berupa “Bahwa sebab pemohon  mengajukan pencegahan perkawinan 
untuk anak kandung Pemohon  tersebut, karena sebagai orang tuanya 
menginginkan yang terbaik untuk masa depan anaknya, baik untuk urusan 
dunia dan akhirat, terutama masalah Aqidah itu adalah harga mati untuk 
orang tua dari anak pemohon  tersebut. Bahwa menurut keterangan anak 
pemohon , calon suaminya adalah muallaf namun kenyataannya belum 
bisa membuktikan dalam kehidupan nyata sesuai dengan ajaran Islam yang 
berdasarkan Al-qur’an dan Hadits. Bahwa setahu saksi antara anak 
                                                          
 20 Ibid  
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Pemohon  dengan calon suaminya tidak ada hubungan, baik hubungan 
semenda maupun sepersusuan.” 
Dari pernyataan kedua belah saksi diatas menyebutkan bahwa saksi 
mengetahui rencana yang diajukan oleh pemohon  yaitu untuk mencegah 
perkawinan anak pemohon  dengan calon suaminya. Perkawinan tersebut 
sudah menuju proses pendaftaran di Pencatat Perkawinan yaitu KUA Jaten 
tetapi perkawinan tersebut belum bisa terlaksana karena adanya 
permohonan pencegahan perkawinan ini. Dari pernyataan saksi kedua juga 
dapat diketahui alasan dari pemohon  mengajukan pencegahan perkawinan 
ini yaitu karena orang tua dari anak pemohon  tersebut menginginkan 
kebahagiaan untuk anak pemohon  agar bisa hidup bahagia di dunia 
maupun di akhirat. Aqidah Keislaman dipegang kuat oleh orang tua 
pemohon  sehingga jika anak pemohon  akan melangsungkan perkwinan 
orang tua pemohon  tersebut menginginkan perkwinan yang kekal dan 
bahagia untuk anaknya sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada di 
peraturan perundang – undangan yang ada di negara Indonesia.21 
Selain dari pembuktian kedua belah saksi tersebut. Pemohon  juga 
mengajukan bukti tertulis berupa Foto kartu tanda Penduduk dan Fotocopy 
Kartu Keluarga atas nama Pemohon . Bukti tertulis ini digunakan untuk 
menguatkan dalil – dalil permohonan pemohon .22  
 
 
                                                          
 21 Ibid  
 22 Ibid  
71 
 
 
 
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan  
Sebelum memberikan keputusan dari perkara ini Majelis Hakim 
memberikan beberapa pertimbangan sebagai acuan dalam memberikan 
putusan perkara pencegahan perkawinan ini.  Ada beberapa pertimbangan 
hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini. 
Seperti mengenai mediasi yang dilakukan oleh pemohon  dan termohon   
meskipun perkara pencegahan perkawinan ini merupakan perkara 
permohonan yang seharusnya tidak memerlukan mediasi. Tetapi diperlukan 
mediasi karena perkara ini terdapat perselisihan didalamnya antara pemohon  
dan termohon  . Jadi, diperlukan adanya mediasi yang dipimpin oleh mediator 
dari pihak Pengadilan Agama Karanganyar23.  
Mengenai gagalnya mediasi dan pemohon  tetap kekeh pada 
permohonannya yaitu memohon mengabulkan permohonan untuk mencegah 
perkawinan Termohon   dengan calon suaminya karena alasan baerkas cacat 
hukum dan masalah akidah  Islam sehingga pemohon  tetap enggan untuk 
menikahkan anaknya. Dari pertimbangan tersebut maka persidangan 
dilanjutkan sesuai dengan urutan sidang dalam peraturan perundang – 
undangan.  
Mengenai hubungan pemohon  dan termohon  . Hubungan yang 
dimaksud disini adalah hubungan pemohon  yang mengajukan permohonan 
tersebut memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pencegahan 
perkawinan sesuai dengan aturan peraturan perundang – undangan di 
                                                          
 23 Ibid  
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Indonesia. Dari kasus perkara tersebut dapat dilihat bahwa antara pemohon  
dengan termohon   memiliki hubungan nasab yaitu ayah dan anak.24 Maka 
dari itu perkara permohonan pencegahan perkawinan ini sesuai dengan Pasal 
14 ayat (2) dapat diajukan oleh pemohon  yang merupakan wali dari 
termohon  .  
Pertimbangan Hakim juga menjurus pada alat bukti yang digunakan 
oleh pemohon  untuk membuktikan bahwa perkara  perkawinan anaknya 
perlu untuk dilakukan pencegahan demi kemaslahatan anak pemohon . Pada 
hal ini pemohon n mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu kartu 
tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon  dan kartu keluarga atas nama 
pemohon  serta seorang saksi yang merupakan istri dari pemohon atau ibu 
dari anak pemohon .25  
 Menurut Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang – 
Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 
sebagai perubahan kedua, penanganan perkara ini merupakan kewenangan 
Pengadilan Agama Karanganyar dilihat dari tempat tinggal pemohon  
sekarang ini. Jadi Pengadilan Agama berhak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutuskan perkara ini sesuai dengan prosedur yang ada.26 
Mengingat bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa kartu keluarga 
pemohon , dapat dibuktikan bahwa memang benar termohon   merupakan 
                                                          
 24 Ibid  
 25 Ibid  
 26 Undang – Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 
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anak dari pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan dengan calon 
suaminya, maka permohonan pemohon  dapat dipertimbangkan untuk 
mendapatkan keputusan dari majelis Hakim. 
Pertimbangan hakim juga menyangkut mengenai syarat dan rukun 
perkawinan yang mempertimbangkan umur  dari kedua belah pihak yang 
akan melangsungkan perkawinan. Bahwa anak pemohon  dan calon suaminya 
sudah mencapai umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. 
Umur Termohon   yaitu 30 Tahun dan calon Suaminya berumur 37 Tahun. 
Jadi dapat dipertimbangkan bahwa jika perkawinan tersebut benarr 
terealisasikan, maka perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan 
dibawah umur yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan atau harus 
memiliki izin dari Pengadilan Agama setempat.  
Pada hal selanjutnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah 
mengenai surat permohonan pemohon  yang menyatakan bahwa calon suami 
dari termohon, memeluk agama non Islam yaitu khatolik. Dalam pernyataan 
dari saksi pertama yaitu saksi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, 
dikatakan oleh saksi bahwa calon suami termohon sudah menjadi  muallaf 
sejak Tahun 2017. Keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan termohon 
yang mengatakan bahwa calon suaminya benar sudah  menjadi mualim 
semenjak tahun 2017. Dan telah memperoleh sertifikat keislamannya dari 
MUI Karanganyar. Calon suami termohon ini sudah menyatakan ingin 
menjadi muallaf jauh sebelum mengutarakan niatnya untuk menikah dengan 
termohon. Calon suami termohon juga sudah membuktikan bahwa ia telah 
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melaksanakan sholat lima waktu, Zakat, Puasa, dan sudah dapat membaca Al 
– Fatihah dan Al- Ikhlas.27 Bardasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa 
calon suami termohon menjadi muallaf atas keinginan dirinya sendiri dan 
tidak ada paksaan dari pihak lain. Maka dari itu, keputusan calon suami anak 
pemohon tersebut patut diapresiasidan dihormati dan tidak patut jika 
pemohon mengatakan bahwa calon suami dari anaknya masih memeluk 
agama lain.  
Dalam Hal lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan isi dari 
penjelasan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon . Dalam surat 
permohonan tersebut pemohon menuliskan alasan mengajukan pencegahan 
perkawinan tersebut dikarenakan berkas cacat hukum. Dalam penjelasannya 
di hadapan Majelis Hakim ini. Pemohon menerangkan bahwa calon suami 
dari anaknya menyuruh orang menyuruh orang untuk memintakan surat 
pengantar guna memenuhi syarat perkawinan ke Ketua RT tempat tinggal 
termohon. Karena orang tua termohon sibuk maka, mengamanatkan kepada 
orang lain tersebut untuk mencarikan surat perngantar tersebut. Tetapi 
pemohon atau orang tua termohon tidak merasa menyuruh atau 
mengamanatkan orang lain untuk mencarikan surat pengantar perkawinan 
anaknya ke tempat Ketua RT setempat. Jadi, pemohon berfikir bahwa surat 
pengantar tersebut dapat dianggap cacat Hukum karena yang mencari surat 
pengantar perkawinan tersebut bukan pihak yang akan menikah secara 
langsung melainkan orang lain yang disuruh oleh pihak yang akan 
                                                          
 27 Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra perihal 
Pencegahan Perkawinan, 19 Februari 2018 
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melangsungkan perkawinan tersebut. Tetapi dalam surat tanggapan termohon   
atas pernyataan pemohon ini membantah bahwa yang meminta tolong kepada 
orang suruhan tersebut adalah anak pemohon sendiri. Anak pemohon  
tersebut meminta kepada orang suruhan tersebut untuk menemani calon 
suaminya mencari surat pengantar dari RT tempat tinggal Termohon  . Hal ini 
dilakukan oleh termohon karena sejak tahun 2014 anak pemohon  sudah tidak 
tinggal bersama dengan pemohon  karena termohon sering mendengar orang 
tuanya menyuruhnya pergi dari rumahnya dengan alasan termohon   dianggap 
anak yang mencoreng nama baik keluarganya. Tetapi secara administratif 
data kependudukan termohon tersebut masih ikut dengan Orang tuanya. Jadi, 
terdapat kesalahpahaman komunikasi antara pemohon  dan termohon   terkait 
hal ini.28 Menurut majelis hakim, alasan tersbut tidak dapat digunakan 
sebagai alasan pengajuan permohonan pencegahan perkawinan karena alasan 
pemohon  tersebut hanya bersangkutan pada prosedur pencarian berkas saja 
dan tidak terkait dengan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 20 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
Sehingga alasan tersebut tidaklah tepat digunakan sebagai alasan pencegahan 
perkawinan.  
Mengingat pada pernyataan saksi pertama yaitu dari pihak Kantor 
Urusan Agama kecamatan Jaten bahwa persyaratan dan rukun perkawinan 
antara termohon dengan calon suaminya sudah terpenuhi termasuk dengan 
surat  Penetapan Wali Adhol dari Pengadilan Agama karanganyar. Jadi, jika 
                                                          
 28 Ibid  
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perkawinan tersebut dilangsungkan maka perkawinan tersebut bukan 
termasuk perkawinan yang dilarang karena syarat dan rukun perkawinan yang 
diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hukum Islam  telah dipenuhi 
oleh kedua calon mempelai yaitu anak pemohon  dan juga calon suami.29 
Mengenai surat permohonan pemohon  yang menyatakan bahwa anak 
pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama sebelum melangsungkan 
perkawinan, dibantah oleh anak pemohon  tersebut. Dalam pernyataan surat 
tangggapan termohon, mengungkapkan bahwa semenjak ia membeli rumah 
baru. Termohon dan calon suaminya tidak tinggal dan tidur dalam satu rumah 
karena belum melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan 
hukum perundang – undangan. Memang awal – awal tinggal di rumah 
barunya, termohon merasa takut sehingga calon suaminya harus tidur dimobil 
dan mobil tersebut diparkirkan diluar rumah termohon. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari kesalahpahaman antara termohon dengan lingkungan 
tempat tinggal termohon. Namun tidak lama setelah itu, termohon bisa 
meyesuaikan diri sehingga berani tinggal seorang diri dirumahnya sampai 
sekarang. 
Dari seluruh pernyataan yang ada dihadapan Majelis Hakim, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa anak pemoho dan calon suaminya sudah sangat 
akrab dan saling mencintai satu sama lain serta diantara satu sama lain tidak 
ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidaklah tepat jika 
                                                          
29 Ibid  
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perkawinan tersebut harus dicegah oleh pemohon .30 Karena jika mereka tidak 
segera melangsungkan perkawinan dikhawatirkan dapat terjadi perbuatan 
yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan menimbulkan kemudlorotan 
dan kemudloroton tersebut harus dihilangkan. Sebagaimana kaedah Fiqhiyah 
yang diambil sebagai pendapat dari Majelis Hakim yaitu berbunyi  
 ْرَد ْلا ُْءَْم ْدَقُمِْدِساَفِْب لَجْىَلَعٌْمِْْحِلاَصَم لا  
Mencegah mafsadat/ kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai 
maslahat 
Berdasarkan Pasal 13 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak 
yang tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika 
dilihat dari pernyataan- pernyataan dan pertimbangan majelis hakim diatas 
dapat dilihat bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh termohon   
dengan calon suaminya telah memenui syarat dan rukun perkawinan sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan dan Hukum Islam. Dan Alasan 
pengajuan pencegahan perkawinan oleh Pemohon  tidak berkenaan dengan 
syarat – syarat berlangsungnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud 
Pasal 20 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga surat permohonan 
pencegahan perkawinan tersebut dinyatakan tidak beralasan oleh majelis 
Hakim dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut ditolak oleh 
Majelis Hakim.31  
 
                                                          
 30 Ibid  
  31 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hlm 7 
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BAB IV  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 
KARANGANYAR NOMOR 0154/PDT.P/2017/PA.KRA. 
A. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Pemohon Perkara nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra  
Pada Permohonannya Pemohon mengajukan Pencegahan Perkawinan 
dengan beberapa alasan. Alasannya sebagai berikut.1  
1. Bahwa pemohon merupakan ayah dari Termohon, Termohon tersebut 
merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara, Termohon berumur 30 Tahun, 
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jaten 
Karanganyar.  
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan 
antara Termohon dengan seorang laki – laki yang berumur 37 tahun, 
agama Katolik, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Jaten 
Karanganyar.  
3. Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun antara termohon telah menjalin 
hubungan cinta tanpa orang tua mengetahui (Pemohon terkejut) 
4. Bahwa Termohon belum menjadi pasangan suami istri sudah 
bertempat tinggal serumah  
5. Bahwa pemohon tetap mogok / wali adhol untuk mencegah 
perkawinannnya  
                                                          
 1 Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra perihal 
Pencegahan Perkawinan, 19 Februari 2018  
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6. Bahwa wali tidak sanggup menikahkan Termohon dengan seorang laki 
– laki. Pemohon berumur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, 
Bertempat tinggal di Jaten Karanganyar.  
7. Bahwa pemohon sebagai wali nikah dari Termohon dan calon 
suaminya. Pemohon tersebut mogok/adhol/enggan/tidak mau 
menikahkan dengan alasan :  
a. Berkas cacat hukum  
b. Aqidah Islam   
8. Bahwa alasan wali pemohon tersebut diatas tidak mau menikahkan 
Termohon dengan calon suami termohon tidak sesuai dengan 
ketentuan syariat hukum Islam maupun peraturan perundang – 
undangan yang berlaku.  
Dari Pasal 14 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 
bahwa pada pasal tersebut yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan 
adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, 
saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan 
pihak – pihak yang berkepentingan.2 Pada kasus ini pemohon merupakan 
ayah dari Termohon atau orang yang akan melangsungkan perkawinan 
tersebut. Jadi pengajuan permohonan pencegahan perkawinan ini sah dan 
dapat diterima oleh Pengadilan Agama Karanganyar. Walaupun pada 
pernyataan Permohonan Pemohon dinyatakan bahwa Termohon sudah tidak 
tinggal serumah dengan Pemohon. Pada Pasal 62 ayat (2) ayah kandung yang 
                                                          
2 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 
(Bandung : Citra Umbara, 2016), hlm 6 
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tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Keluarga tidak gugur 
hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali 
nikah yang lain. Jadi pada Pasal ini walaupun sang anak sudah mendapatkan 
izin untuk menikah dengan wali Adhol. Hal ini tidak dapat menggugurkan 
Perwalian Pemohon untuk mencgah perkawinan anaknya.  
Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima sebuah kasus harus 
terkait dengan Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif. Kewenangan 
Absolut yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara 
tertentu yang secara mutlak tidak dapat di periksa oleh badan pengadilan lain, 
baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan 
peradilan lain.3 Pada kewenangan ini sudah jelas bahwa pengajuan 
permohonan pencegahan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama 
dikarenakan yang mengajukan Pencegahan perkawinan beragama Islam dan 
akan melakukan perkawinan sesuai dengan Agama Islam. Sedangkan 
kewenangan relatif tersebut berkaitan dengan wilayah hukum suatu 
pengadilan. Pada hal ini terkait dengan daerah Hukum suatu Pengadilan yang 
akan menyelesaikan, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pemohon 
dari perkara ini bertempat tinggal di Karanganyar serta termohon tersebut 
bertempat tinggal dan akan melakukan perkawinan di daerah Karanganyar. 
Sehingga tepat jika permohonan pencegahan perkawinan tersebut diajukan di 
wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar.  
                                                          
 3 Mertokusumo,Sudino, Hukum Acara Perdata Indonesia. ( Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2009), hlm 86  
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Pada Pasal 13 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 
bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi 
syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan.4 Pada perkara ini, 
pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan berkas cacat hukum dan 
masalah aqidah keislaman. Berkas cacat hukum yang dimaksud oleh 
pemohon adalah berkas – berkas perkawinan yang akan digunakan untuk 
mendaftar dan melangsungkan perkawinan. Menurut pemohon berkas yang 
digunakan untuk mendaftarkan pernikahan termohon tidak memenuhi syarat 
– syarat perkawinan tersebut. Jadi dengan alasan tersebut pemohon 
memberanikan untuk mengajukan pencegahan perkawinan ini. Terkait 
dengan aqidah Keislaman Pemohon tidak sanggup menikahkan anaknya 
dengan calon suaminya karena menurut Pemohon calon suami Termohon 
belum sepenuhnya melakukan ajaran Islam dan ditakutkan akan 
menyengsarakan anak Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) 
Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974.  
B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim tentang Penolakan 
Pencegahan Perkawinan dengan perkara nomor 
0154/Pdt.P/2017/PA.Kra  
Pada analisis yuridis ini akan dijelaskan mengenai, pertimbangan 
hakim menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Analisisnya 
sebagai berikut. 
                                                          
4 NN, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm 6  
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Menurut Pasal 130 HIR, jo Perma nomor 1 tahun 2016, disebutkan 
bahwa semua perkara yang ada dipersidangan, melalui prosedur mediasi pada 
persidangan pertama setelah pemohon dan termohon tidak dapat di damaikan. 
Sehingga pada persidangan ini Majelis hakim menyarankan untuk melalui 
proses mediasi walaupun perkara ini bukan termasuk perkara gugatan tetapi 
pada pencegahan perkawinan tetap ada perselisihan. Jadi Majelis Hakim 
menyarankan untuk melakukan mediasi.  
Menurut Pasal 13 Undang – Undang no 1 tahun 1974, pencegahan 
perkawinan hanya dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat – syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. Pada kasus ini, alasan pemohon mengenai 
berkas cacat hukum dan akidah keislaman dipertimbangkan oleh hakim. Yang 
dimaksud berkas cacat hukum oleh Pemohon adalah cara Termohon mencari 
persyaratan untuk memenuhi berkas perkawinan mereka. Sedangkan berkas 
perkawinan tersebut sudah memenuhi persyaratan semua. Terkait dengan wali 
Adhol, Termohon sudah mendapatkan penetapan wali Adhol dari Pengadilan 
Agama Karanganyar. Jadi, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai 
berkas cacat hukum tersebut, tidak dapat menjadi alasan Pemohon untuk 
mencegah perkawinan anaknya. Karena berkas cacat hukumnya tidak terkait 
dengan syarat dan rukun perkawinan. Majelis Hakim melihat bahwa 
perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Termohon dan Calon suaminya 
sudah memenuhi persyaratan. Jadi, Perkawinan tersebut tidak dapat dicegah 
walaupun yang mencegah adalah Wali dari Termohon sendiri.  Menurut 
Majelis Hakim, alasan pemohon untuk mengajukan permohonannya tidak 
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beralasan dan tidak sesuai dengan pasal 13 tersebut. Menurut saksi dari 
kantor Urusan Agama kecamatan Jaten menyebutkan bahwa perkawinan yang 
akan dilangsungkan oleh anak Pemohon sudah memenuhi syarat – syarat dan 
rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. 
Jadi pada pertimbangan ini sesuai dengan pasal ini permohonan pencegahan 
perkawinan ini patut untuk ditolak dikarenakan alasan pemohon yang tidak 
dapat diterima serta dikarenakan Termohon dan calon suaminya telah 
memenuhi syarat dan rukun perkawinan.   
Menurut  pasal 14 ayat 2 undang – undang nomor 1 tahun 1974 
disebutkan bahwa jika perkawinan tersebut dapat membuat salah satu dari 
pihak mengalami kesengsaraan maka salah seorang dari calon mempelai yang 
berada dibawah pengampuannya dapat mengajukan pencegahan perkawinan. 
Pada pasal ini kesengsaraan yang dimaksud oleh pemohon adalah terkait 
dengan alasan pengajuan permohonan pemohon yang menyebutkan akidah 
keislaman yang dimiliki oleh calon suami termohon akan menyebabkan 
kesengsaraan bagi anak pemohon. Terkait hal ini, majelis hakim 
membuktikan bahwa calon suami termohon sudah muallaf dan sudah 
menjalankan ajaran islam sesuai dengan al qur’an dan hadits. Jadi, ditidak 
patut dikatakan jika calon suami termohon masih beragama non Islam. 
Karena pada kenyataannya calon suami termohon tersebut telah berpindah 
agama menjadi agama Islam. Dan pada dasarnya keimanan seseorang dalam 
menjalani perintah dan akidah dari Allah tidak dapat diukur secara 
penglihatan saja. Karena keimanan tersebut berasal dari hati masing – masing 
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induvidu. Jadi tidak patut dikatakan bahwa calon suami dari termohon 
tersebut masih memeluk agama Katolik. Dengan pernyataan dan bukti ini, 
dapat dikatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh termohon dan 
calon suaminya telah memenuhi persyaratan dan melakukan perkawinan 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
Mengenai Akidah Keislaman yang digunakan Pemohon untuk alasan 
pencegahan perkawinan tersebut. Tidak dapat digunakan sebagai dasar alasan 
pencegahan perkawinan. Karena akidah keislaman seseorang tidak dapat 
diukur dengan tingkat keislaman orang tersebut. Keimanan seseorang hanya 
diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah SWT. Jadi Majelis Hakim 
mempertimbangkan mengenai alasan akidah keislaman tersebut tidak dapat 
digunakan sebagai alasan pencegahan perkawinan pada perkara ini. Menurut 
pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan 
yang dilakukan menurut kepercayaan masing – masing. Jadi pada perkara ini 
hakim mempertimbangkan agama dari calon suami Termohon yang 
disebutkan oleh pemohon bahwa agama dari calon suami Termohon adalah 
khatolik. Setelah di persidangan hakim Termohon memberikan tanggapan 
bahwa calon suami Termohon tersebut telah menjadi muallaf sebelum 
Termohon dan calon suaminya memutuskan untuk menikah. Calon suami 
Termohon menjadi muallaf dibuktikan dengan sertifikat Keislaman dari MUI 
Karanganyar. Dan calon suami Termohon ini sudah membuktikan bahwa ia 
sudah melaksanakan kewajiban umat Islam yaitu menjalankan shalat, 
membayar zakat dan Puasa. Atas tanggapan Termohon ini hakim 
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mempertimbangkan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh 
Termohon dan Calon suaminya sudah memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan. Karena kepercayaan Termohon dan Calon suaminya sudah sama.  
Majelis Hakim melihat bahwa Termohon dan calon suaminya sudah 
saling mengenal lama dan sudah memenuhi syarat dan rukun untuk dapat 
melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan akidah Keislaman yang 
menyebutkan  
 ْرَد ْء ْلاَْْم ْدَق مِْدِساَفِْب لَجْىَلَعٌْمِْْحِلاَصَم لا  
Mencegah mafsadat/ kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai 
maslahat.  
Jadi, sangat tidak tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini 
dikarenakan jika perkawinan Termohon dan calon suaminya di tunda atau 
dicegah akan menyebabkan hal –hal yang dapat mengarah kepada larangan 
dan dikhawatirkan dapat melanggar ketentuan Hukum dan menimbulakan 
kemadlorotan.  
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BAB V 
PENUTUP 
Setelah penulis menelaah dan memaparkan analisis mengenai penolakan 
pencegahan perkawinan. Dari Hasil pene;itian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan 
saran sebagai berikut  
A. Kesimpulan  
1. Kontruksi perkara nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra membahas mengenai 
pencegahan perkawinan yang diajukan oleh seorang ayah yang bertempat 
tinggal di Karanganyar guna mencegah perkawinan anak perempuannya yang 
telah mendaftarkan perkawinanya disalah satu Kantor Urusan Agama 
kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Pencegahan perkwinan yang 
diajukan oleh sang ayah didasari oleh alasan berkas cacat hukum dan aqidah 
keislaman. Berkas cacat hukum yang dimaksud oleh pemohon adalah terkait 
dengan prosedur dalam mencari surat keterangan untuk syarat perkawinan di 
tingkat RT. Sedangkan terkait aqidah keislaman yang dimaksud adalah 
pengetahuan ilmu agama dan keimanan yang dimiliki oleh calon suami anak 
pemohon. Pemohon beranggapan bahwa kurangnya pengetahuan ilmu agama 
dan tinggat keimanan calon suami anaknya dapat menyengsarakan kehidupan 
anak pemohon setelah menikah. Sedangkan sang ayah sendiri menginginkan 
kebahagian untuk anak perempuannya setelah melakukan perkawinan maka
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dari itu sang ayang mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke 
Pengadilan Agama Karanganyar.   
2.  Alasan –alasan pencegahan perkawinan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, 
karena alasan permohonan pemohon menurut majelis hakim tidak dapat 
digunakan sebagai pengajuan permohonan pencegahan perkawinan. Sesuai 
dengan Pasal 13 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa 
pengajuan permohonan pencegahan perkawinan di ajukan jika perkawinan 
tersebut tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan. Sedangkan pada 
perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak pemohon dan calon 
suaminya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Majelis hakim juga 
menolak alasan yang diajukan oleh pemohon yang terdapat pada surat 
permohonannya. Terkait alasan berkas cacat hukum, alasannya ditolak oleh 
majelis hakim karena berkas cacat hukum yang dimaksud oleh pemohon 
hanya terkait proses mencari surat kelengkapan syarat perkawinan. 
Sedangkan syarat kelengkapan perkawinan tersebut sudah didapat dan 
dikeluarkan langsung oleh ketua RT setempat. Majelis hakim juga menolak 
alasan terkait aqidah keislaman yang dimiliki calon suami termohon sesuai 
dengan surat permohonan pemohon. Majelis hakim meolak alasan tersebut 
karena pada sidang pembuktian termohon memberikan bukti bahwa calon 
suaminya sudah berpindah beragama Islam sejak sebelum mempunyai niatan 
untuk menikah dengan termohon, selain itu calon suami termohon juga sudah 
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melaksanakan sholat, zakat dan puasa serta calon suami termohon dan 
termohon sudah saling mencintai dan akrab. Sehingga hakim berkesimpulan, 
jika perkawinan tersebut dilakukan maka tidak akan menyengsarakan 
termohon dan calon suaminya.  
3. Tinjauan yuridis pada perkara ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang – 
Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa jika perkawinan tersebut 
dianggap akan membawa kesengsaraan bagi salah satu pihak maka 
perkawinan tersebut dapat dicegah oleh orang – orang yang dapat mencegah 
perkawinan. Pemohon menggunakan alasan tersebut sebagai penguat alasan 
aqidah keislaman. Tetapi menurut majelis Hakim, calon suami dari 
Termohon sudah memiliki akidah keislaman yang cukup. Calon suami 
tersebut sudah menjadi muallaf dan berniat untuk memeluk agama Islam 
sebelum calon suami Termohon berniat untuk menikah dengan Termohon. 
Serta calon suami termohon sudah melaksanakan solat, zakat dan puasa 
sesuai dengan ajaran Agama Islam. Permohonan pencegahan perkawinan 
pada perkara ini patut untuk ditolak. Dikarenakan jika tidak ditolak maka 
dikhawatirkan Termohon dan Calon suaminya dapat terjerumus pada hal – 
hal yang dilarang oleh Agama Islam. Serta sesuai dengan aturan perundang – 
undangan alasan pengajuan permohonan pencegahan perkawinan ini tidak 
sesuai dengan aturan yang telah diatur. Sehingga Perkara pencegahan 
perkawinan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan Termohon dan 
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calon suaminya dapat melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan di 
salah satu KUA di salah satu Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.  
B. Saran  
1. Untuk instansi yang berwenang seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan 
Agama, diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang 
hal- hal yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan. 
2. Untuk majelis hakim, diharapkan agar menggunakan idiom atau bahasa yang 
mudah dimengerti oleh masyarakat dalam memberikan putusan di Pengadilan.  
3. Untuk para orang tua diharapkan bisa mendidik dan memberi pengetahuan 
ilmu tentang Agama kepada anaknya agar tidak terjerumus pada perbuatan 
terlarang seperti perbuatan zina. 
4. Untuk calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki- laki yang akan 
melangsungkan perkawinan, diharapkan menaati peraturan perundang – 
undangan yang berlaku di negara Indonesia.   
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LAMPIRAN 
 

Daftar Pertanyaan dengan Hakim : 
1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pencegahan perkawinan di 
Pengadilan Agama Karanganyar ? 
2. Faktor apa saja yang dipertimbangkan hakim dalam menolak pencegahan 
perkawinan ? 
3. Akibat Hukum dari adanya pencegahan perkawinan jika pencegahan 
perkawinan tersebut dikabulkan  ?  
4. Apakah ada sanksi jika pencegahan perkawinan dikabulkan tetapi pihak 
yang dicegah tetap melaksankan perkawinan tersebut ?  
5. Apakah ada prosedur analisis yurisprudensi yang digunakan untuk 
melakukan penelitian putusan Hakim ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban Wawancara dengan Hakim : 
1. Prosedur pemeriksaan permohonan pencegahan perkawinan bersifat 
volunter maka prosuk hukumnya penetapan dan upaya yang dapat 
digunakan adalah upaya kasasi. Proses sidang pertama pemohon 
dinasihati terlebih dahulu jika tidak berhasil dibacakan 
permohonannya, jika permohonannya tidak ada perubahan atau 
tambahan sidang dilanjut dengan pembuktian dalil- dalil 
permohonannya baik bukti tulis maupun saksi- saksi. Jika semua sudah 
mengajukan bukti maka sidang dilanjutkan dengan kesimpulan dari 
pemohon. Sidang dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim dan 
dibacakan penetapannya.  
2. Ada beberapa pertimbangan hakim yang digunakan oleh majelis hakim 
dalam memberikan putusan di suatu perkara termasuk dalam perkara 
pencegahan perkawinan. Dalam memberikan pertimbangannya hakim 
menggunakan Norma atau aturan sebagai acuan untuk menentukan 
putusan perkara tersebut. Selain itu hakim melihat pada fakta – fakta 
yang ada di persidangan selama persidangan tersebut berlangsung. 
Apakah fakta – fakta dipersidangan tersebut menguatkan atau justru 
mengurangi dalil – dalil permohonan pemohon. Lalu majelis hakim 
memberikan kesimpulan berdasarkan acuan aturan perundang – 
undangan yang berlaku dan juga fakta di persidangan tersebut. Pada 
perkara ini faktor yang digunakan majelis hakim dalam menolak 
putusan perkara ini adalah karena syarat dari kedua calon pengantin 
tersebut sudah memenuhi, jika perkawinan ini ditunda maka akan 
mengakibatkan kemudlarotan bagi calon mempelai, serta alasan 
permohonan pemohon dalam mecegah perkawinan ini tidak dapat 
diterima menurut hukum yang berlaku.  
3.  Jika pencegahan perkawinan tersebut dikabulkan maka perkawinan 
yang akan dilangsungkan dan sudah didaftarkan tetap tidak dapat 
dilaksanakan. Jadi perkwinan tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga 
pencegahan perkawinan tersebut mempunyai hukum tetap atau dicabut 
oleh pemohon.  
4. Jika pencegahan perkawinan diakabulkan dan pihak yang dicegah 
tersebut tetap melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut 
batal demi hukum. Dan perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum. 
5. Biasanya analisis yurisprudensi hakim dalam memutuskan perkara 
yang sudah memliki hukum tetap. Menggunakan yurisprudensi dari 
ketetapan Hakim yang memiliki tingkatan lebih tinggi misal 
Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agamabelum dapat 
dijadikan sebagai ketentuan atau produk hukum bagi pengadilan yang 
Lebih tingi dari pengadilan Agama tersebut. Dan pengadilan Agama 
lebih sering menggunakan aturan – aturan yang ada pada peraturan 
perundang – undangan yang berlaku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar  
 
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 
 
SALINAN      PENETAPAN 
Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa perkara permohonan 
pencegahan perkawinan, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan 
sebagai berikut dalam perkaranya :------------------------------------------------------------- 
XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di 
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar, 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; 
------------------------------------------------------------------------------- 
Pengadilan Agama tersebut ; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telah mempelajari berkas perkara ;  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan keterangan 
lainnya ; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 
18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar 
dengan nomor: 0154/Pdt.P/2017/PA.Kra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --- 
1. Bahwa Pemohon, adalah ayah dari Termohon., anak ke-1 dari 3 bersaudara, umur 
30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen Swasta, bertempat tinggal di Jaten, 
Karanganyar;-------------------------------------------------------------------------- 
2. Pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan antara Termohon. 
Dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, umur 37 tahun, agama Katolik, 
pekerjaan serabutan (Pedagang Komputer), bertempat tinggal di Jaten, Kabupaten 
Karanganyar;----------------------------------------------------------------------------------- 
3. Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun antara Termohon dengan calon suaminya, telah 
menjalin hubungan cinta tanpa orang tua mengetahui (Pemohon terkejut);-------------- 
4. Bahwa Termohon belum menjadi pasangan suami isteri sudah bertempat tinggal 
serumah;--------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Bahwa Pemohon tetap mogok/ wali adhol untuk mencegah perkawinannya;--------- 
6. Bahwa wali tidak sanggup menikahkan Termohon dengan seorang laki-laki yang 
menjadi calon suami Termohon ;-------------------------------------------------------------- 
7. Bahwa Pemohon sebagai wali nikah dari Termohon dan lelakinya. Pemohon 
tersebut mogok/adhol/enggan/tidak mau menikahkan dengan alasan: 
a. Berkas Cacat Hukum (terlampir);----------------------------------------------------- 
b. Aqidah Islam (terlampir);---------------------------------------------------------------- 
8. Bahwa alasan wali Pemohon tersebut diatas tidak mau minikahkan Termohon 
dengan calon suami termohon tidak sesuai dengan ketentuansyariat hukum Islam 
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------------------------------- 
Primair: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencegah akan dilangsungkan 
perkawinan antara termohon denganseorang lelaki yang bernama XXXXX;---------- 
2. Wali nikah Pemohon adalah mogok/Adhol/ tidak mau bertindak sebagai wali 
nikah;------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Biaya perkara menurut yang berlaku;---------------------------------------------------- 
Subsider 
Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan 
putusan yang seadil-adilnya;------------------------------------------------------------------- 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di 
persidangan, dan anak Pemohon yang bernama XXXXX., juga hadir dipersidangan 
dengan didampingi kuasa hukumnya;------------------------------------------------------- 
Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon dan anaknya yang bernama 
XXXXX., agar perselisihannya diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil. 
Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada keduanya agar melakukan mediasi 
dan telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. M. Danil, MA, namun usaha 
tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;------- 
Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon ternyata Pemohon 
menyatakan tetap pada permohonannya; -------------------------------------------------- 
Bahwa atas pemohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah memberikan 
tanggapan yang intinya tetap ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama 
XXXXX, dan selengkapnya sebagaimana dalam tanggapannya yang termuat dalam 
berita acara perkara ini;---------------------------------------------------------------------- 
Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Muhammad Idris, 
hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 
berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangannya dipersidangan adalah untuk 
memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan 
permohonan pencegahan perkawinan untuk anak kandungnya yang bernama 
XXXXX;----------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama XXXXX, telah mendaftar di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Jaten untuk menikah dengan calon suaminya yang 
bernama XXXXX, namun belum bisa dilaksanakan karena Pemohon mengajukan 
permohonan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar;----------- 
- Bahwa rukun dan syarat perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terpenuhi;- 
- Bahwa anak Pemohon telah memperoleh Penetapan Wali Adhol dari Pengadilan 
Agama Karanganyar;-------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa calon suami anak Pemohon semula beragama Kristen, namun sejak tahun 
2017 yang lalu sudah masuk Islam;---------------------------------------------------- 
Bahwa untuk menguatkan dalil permohononannya, Pemohon mengajukan 
bukti tertulis berupa; --------------------------------------------------------------------------- 
1. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 00000000. tanggal 01 
November 2012, telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, 
kemudian oleh Majlis diberi tanda bukti (P.1);----------------------------------------------- 
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor : 00000000 tanggal 07 
Maret 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah bermatrai cukup kemudian 
oleh Majlis diberi tanda bukti (P.2);------------------------------------------------------------ 
Bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan seorang saksi 
bernama XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di 
Jaten, Kabupaten Karanganyar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah 
isteri Pemohon dan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama XXXXX;------- 
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedatangannya dipersidangan untuk memberikan 
keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan 
pencegahan perkawinan untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX;----------- 
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan pencegahan perkawinan untuk anak 
kandungnya yang bernama XXXXX tersebut, karena sebagai orang tuanya 
menginginkan yang terbaik untuk masa depan anaknya, baik untuk urusan dunia 
dan akhirat, terutama masalah Aqidah itu adalah harga mati untuk kami sebagai 
orang tua;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa menurut keterangan anak Pemohon, calon suaminya adalah muallaf, 
namun kenyataanya belum bisa membuktikan dalam kehidupa nyata sesuai dengan 
ajaran Islam yang bardasarkan alqur’an dan hadist;----------------------------------- 
- bahwa Setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada 
hubungan, baik hubungan semenda maupun sepersusuan;------------------------------ 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------------------------------------------- 
Menimbang bahwa sekalipun perkara ini adalah perkara permohonan, namun 
karena mengenai pencegahan perkawinan yang notabenenya didalamnya ada 
perselisihan antara Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXX, maka 
Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon dan anak Pemohon 
tersebut untuk melakukan mediasi (Pasal 130 HIR, jo. Perma No.1 Tahun 2016). Dan 
Pemohon beserta anaknya tersebut sudah melakukan mediasi melalui mediator hakim 
yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. M. Danil, MA., Hakim 
Pengadilan Agama Karanganyar, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 
diruang mediasi Pengadilan Agama Karanganyar, akan tetapi tidak berhasil mencapai 
kesepakatan damai, karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;---------- 
Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar 
pengadilan mengabulkan permohonannya untuk mencegah perkawinan anaknya yang 
bernama XXXXXyang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama 
XXXXXX, dengan alasan berkas cacat hukum dan masalah akidah Islam sehingga 
Pemohon tetap adhol/tidak mau menikahkan anaknya tersebut;---------------------------- 
Menimbang, Pemohon telah mengajulan bukti tertulis berupa Kartu Tanda 
Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P.2) 
serta seorang saksi bernama XXXXX, saksi tersebut adalah isteri Pemohon dan ibu 
kandung dari Termohon yang keterangannya sebagaimana dalam pokok perkara 
diatas;------------------------------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon 
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar, oleh karena 
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai 
perubahan kedua, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama 
Karanganyar;----------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alasan 
permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai 
hubungan antara Pemohon dan Termohon; bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 
dalam surat permohonannya yang tidak dibantah oleh Termohon serta didukung oleh 
bukti P.2, maka telah ternyata bahwa Termohon adalah anak Pemohon yang hendak 
menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, sehingga karenanya 
permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;---------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat 
permohonanya bahwa anak Pemohon saat ini berumur 30 tahun, sedangkan calon 
suaminya berumur 37 tahun;-------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Pemohon dalam surat 
permohonannya bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX beragama 
Katholik. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jaten bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjadi muslim sejak tahun 2017. 
Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dalam surat 
tanggapannya yang menyatakan bahwa calon suami Termohon memperoleh sertifikat 
keislamannya dari MUI Karanganyar dan sudah menjadi mualaf jauh sebelum 
mengutarakan niatnya untuk menikahi anak Pemohon dan sudah melaksanakan 
Sholat Lima Waktu, Zakat, Puasa, dan sudah dapat membaca Al Fatihah dan Al 
Ikhlas. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Calon Suami 
Termohon menjadi mulim adalah atas pilihannya sendiri yang harus dihormati oleh 
karenanya tidaklah tepat bila Pemohon masih menyebutnya beragama Katolik;-------- 
Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon berkas cacat hokum karena 
dari pihak calon suami anak Pemohon suruhan orang untuk memintakan surat 
pengantar dari Kepala RT kediaman Termohon dengan alas an orang tua dari 
Termohon sibuk, lalu mengamanatkan kepada suruhannya yang bernama A, guna 
melengkapi persyaratan perkawinan kedua belah pihak di atas, padahal Pemohon 
(ayah dari Termohon ) tidak mengamanatkan seperti di atas ini berarti “Cacat 
Hukum”. Dari keterangan anak Pemohon dalam surat tanggapannya bahwa yang 
meminta tolong kepada Bapak A untuk menemani calon suaminya meminta surat 
keterangan RT dimaksud adalah anak Pemohon sendiri. Hal tersebut terpaksa 
dilakukannya karena sejak tahun 2014 anak Pemohon sudah tidak tinggal bersama 
Pemohon lantaran sering mendengar orang tuanya menyuruh pergi dari rumahnya 
karena dianggap anak yang mencoreng nama baik keluarga, sementara secara 
administratif kependudukan masih ikut Pemohon selaku orang tuanya. Menurut 
Majelis Hakim, alasan Pemohon tersebut tidak terkait dengan syarat perkawinan 
sebagaimana dimaksud Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, sehingga tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan pencegahan 
perkawinan, oleh karenanya harus dikesampingkan;----------------------------------------- 
Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon masalah aqidah yang 
selengkapnya dalam surat penolakannya sebagai lampiran dari surat permohonannya. 
Dari pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa baik anak Pemohon maupun 
calon suaminya sama-sama berakidah Islam dan sudah menjalankan ajaran agamanya 
sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Adapun menganai seberapa 
tinggi akidah seseorang dan seberapa luas pemahamannya tentang Islam, tidak ada 
ukuran yang pasti. Oleh karenanya, tidaklah tepat bila Pemohon menggunakan hal 
tersebut sebagai alas an pencegahan perkawinan sehingga karenanya harus 
dikesampingkan;------------------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan rencana pernikahan yang hendak 
dijalani oleh anak Pemohon dan calon suaminya , sesuai dengan keterangan dari 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten sebagaimana dalam pokok perkara 
bahwa semua syarat dan rukun perkawinan untuk keduanya sebagaimana ketentuan 
Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dan 
bahkan anak Pemohon  sudah mendapatkan Penetapan Wali Adlol dari Pengadilan 
Agama Karanganyar;----------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa mengenai anak Pemohon sudah tinggal serumah dengan 
calon suaminya, anak Pemohon memberikan tanggapan bahwa sejak membeli rumah 
sendiri sampai sekarang ia dan calon suaminya tidak tinggal dan tidur dalam satu 
rumah karena belum ada ikatan yang sah menurut agama dan hukum perundangan 
yang berlaku. Memang awal- awal tinggal di rumah barunya ia masih merasa takut 
sehingga calon suaminya harus tidur di mobil dan itupun di luar rumah untuk 
menghindari kesalahpahaman, namun tidak lama kemudian dirinya mampu 
menyesuaikan diri sehingga berani tinggal seorang diri dirumahnya sendiri sampai 
sekarang;--------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut menjukkan bahwa hubungan 
antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangatlah akrab, saling mencintai dan 
diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka menurut 
Majelis Hakim, sangatlah tidak tepat Pemohon mengajukan permohonan untuk 
mencegah perkawinan mereka, karena jika mereka tidak segera dinikahkan dapat 
terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam dan menimbulkan 
kemadlorotan, dan kemadlorotan itu harus dihilangkan. Sebagaimana Kaedah 
Fiqhiyah yang di-ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : 
 ْرَد ْلا ُْءَْم ْدَقُمِْدِساَفِْب لَجْىَلَعٌْمِْْحِلاَصَم لا  
Artinya : Mencegah mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai 
maslahat;------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas, telah nyata bahwa alasan-alasan Pemohon untuk mencegah 
berlangsungnya perkawinan antara anaknya dengan colon suaminya, tidak berkenaan 
dengan syarat-syarat berlangsungnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 
20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dinyatakan tidak beralasan dan 
oleh karenanya permohonan Pemohon patut ditolak;---------------------------------------- 
Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 
7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 
2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 
ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------------- 
MENETAPKAN 
1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;------------------------------------------- 
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu);--------------------------------------------- 
Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Dr. Drs. 
Mudara, MSI. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. Daldiri, S.H. serta Hadi Suyoto, 
S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari 
itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, oleh ketua tersebut dengan 
dihadiri oleh Suminah, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh 
Pemohon; ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hakim Anggota       Hakim Ketua Majelis, 
ttd 
Drs. Daldiri, S.H.         ttd 
 ttd         Dr.Drs.Mudara, MSI.  
Hadi Suyoto,S.Ag., M.Hum    
Panitera Pengganti  
    
ttd 
Suminah, S.H.M.H. 
 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- 
2. Biaya Proses  : Rp. 50.000,- 
3. Biaya Panggilan  : Rp. 295.000,- 
4. Materai  : Rp. 6.000,- 
5. Redaksi   : Rp. 5.000,- 
Jumlah   : Rp. 386.000,- 
Disalin sesuai dengan aslinya 
Oleh 
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar 
Drs. H. Zamzami, MSI 
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